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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta 

Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi 

Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau 

penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini 

dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau 

perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi 

risiko dan analisis risiko 

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup Langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi pada sektor publik yang terdiri atas 

identifikasi potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun 

eksternal. Namun dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks 

terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. 

 Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

adalah proses integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaaatan 

terhadap peraturan perundangh-undangan. 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku penyelenggara SPIP telah 

menerbitkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penilaian 

Risiko di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai upaya 
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mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga wajib 

diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong peningkatan implementasi 

SPIP di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

SPIP terdiri LIMA unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian 

risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) 

pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu 

dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.  

 

1.2 Dasar Hukum 

Penyusunan laporan penilaian risiko di lingkungan BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta diselenggarakan berdasarkan:  

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890);  

b. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

Per-1326KILB2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah;  

c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

Per – 688KD42012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyusunan laporan penilaian risiko dan rencana tindak 

pengendalian di lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta dengan poin-poin 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasikan dan menguraikan semua risiko potensial yang 

berasal, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal; 

b. Memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian dan yang 

memerlukan perhatian penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan 

lebih lanjut; 
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c. Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan bahwa 

terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola 

dengan efektif;  

d. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang 

perlu diciptakan pengendaliannya. 

e. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta meliputi Sekretariat dan seluruh Bidang yang berada di lingkungan 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada BKPSDM 

Kabupaten Purwakarta baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko 

adalah kualitatif, sedangkan Teknik yang digunakan adalah brainstorming dan 

Focus Group Discussion yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta. 

1.6 Sistematika Pelaporan 

Laporan penilaian risiko BKPSDM Kabupaten Purwakarta ini disusun 

dalam struktur bab sebagai berikut:  

Bab I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar 

hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika 

pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di 

lingkungan BKPSDM Kabupaten Purwakarta. 

Bab II  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta dari segi struktur 

organisasi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi. 

Bab III  Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan  

Bab IV            Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Lanjut 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan umum dari 

hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta) yang awalnya bernama Badan Kepegawaian dan diklat Daerah 

Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2016 

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 

Setelah penyesuaian nomenklatur sebagaimana diatur Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka ditetapkan Peraturan 

Bupati nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

 

 

 

 

“Membantu Bupati dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi 

Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang Menjadi  

Kewenangan Daerah” 

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta 

menyelenggarakan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023 

FUNGSI 

TUGAS 
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, fungsi 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta adalah Sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan 

pengembangan sumber daya manusia;  

b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;  

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan 

kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan 

pengembangan sumber daya manusia;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023. Terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 

2. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Pengadaan dan Kelompok Jabatan Fungsional: 

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelompok Jabatan 

Fungsional: 

e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan dan Kelompok Jabatan Fungsional:     

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1. SOTK BKPSDM Kabupaten Purwakarta 
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BAB III 

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 

 

3.1 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat 

ini pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta yaitu:  

1. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei 

persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) 

oleh pegawai BKPSDM Kabupaten Purwakarta.  

2. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner Control Environment Evaluation 

(CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian 

terbanyak yang Tidak Memadai dan Kurang Memadai. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub 

unsur lingkungan pengendalian diperoleh gambaran sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 3.1 

Pemetaan Lingkungan Pengendalian 

No. Lingkungan Pengendalian Kondisi 

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika  Memadai 

2. Komitmen terhadap Kompetensi  Cukup Memadai 

3. Kepemimpinan yang Kondusif  Memadai 

4. Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan  Cukup Memadai 

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang 

Tepat  

Memadai 

6. Kebijakan Pengembangan SDM  Memadai 

7. Pengawasan Internal yang Efektif  Cukup Memadai 

8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah  Cukup Memadai 

 

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2024 seperti yang diuraikan pada Tabel 3.1 di atas, ditarik 

kesimpulan bahwa secara umum lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi 

yang baik, dimana 8 sub unsur memiliki kondisi “Memadai”. 

 

3.2   Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting 

dalam penerapan pengendalian intern. BKPSDM Kabupaten Purwakarta 

mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga 
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mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif 

dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan 

kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk 

menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta. 

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan 

Control Environment Evaluation menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur 

lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang memadai. Namun demikian, 

masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera 

diperbaiki seperti pada sub unsur lingkungan pengendalian “Perwujudan Peran 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif”, karena ketiga 

atribut/elemen dari sub unsur tersebut mendapatkan penilaian “cukup memadai’. 

Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan 

merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada 

Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

No. 
Kondisi Lingkungan 

Pengendalian yang Kurang 

Memadai 

Rencana Tindak 

Pengendalian 

Lingkungan 

Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target Waktu 

Penyelesaian 

Realisasi 

Penyelesaian 

a b c d e f 

I Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif 

1 Tindak lanjut temuan dan 

rekomendasi pengawasan 

belum optimal. 

Meningkatkan 

monitoring dan 

evaluasi tindak lanjut 

temuan dan 

rekomendasi. 

Kepala 

Subbagian 

PKP 

Berkelanjutan TW IV 
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BAB IV 

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  

 

4.1 PENILAIAN RISIKO 

 Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut 

indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan 

jangka Panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian 

tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan 

skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin 

terjadi. Kriteria keberhasilan atau indicator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan 

sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan. 

4.1.1 Kriteria Penilaian Risiko dan Penetapan Selera Risiko 

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu skala kemungkinan, 

skala dampak dan skala nilai risiko, adalah sebagai berikut: 

a. Skala kemungkinan/probabilitas: 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin 

konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta menetapkan kriteria skala 4, dengan kategori 

probabilitas risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 

berikut:  

Tabel 4.1 

Skala Probabilitas Risiko 

Kategori Probabilitas Skor Uraian 

Hampir pasti terjadi /sangat sering  4 Kemungkinan terjadinya 

risiko sangat sering (lebih 

dari 70% atau lebih dari 7 

kali dalam 10 tahun)  

Kemungkinan besar /sering terjadi  3 Kemungkinan terjadinya 

risiko sering (sebesar 41– 

70% atau 4 s/d 7 kali dalam 

10 tahun)  

Kemungkinan kecil / jarang  2 Kemungkinan terjadinya 

risiko rendah/kecil (sebesar 

11 – 40% atau 1 s/d 4 kali 

dalam 10 tahun)  

Sangat jarang  1 Kemungkinan terjadinya 

risiko sangat kecil(sebesar 0 – 

10% atau 1 kali dalam  
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b. Skala Dampak: 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 

diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria 

skala dampak risiko yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta adalah kriteria skala 4. Dalam skala 4 kategori dampak risiko dan 

operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Skala Dampak Risiko 

Kategori Dampak Skor Uraian 

Sangat signifikan / Sangat Besar  4 Pengaruh terhadap 

pencapaian tujuan sangat 

Signifikan  

Signifikan / besar  3 Pengaruh terhadap 

pencapaian tujuan tinggi 

/Signifikan  

Kurang signifikan / kecil  2 Pengaruh terhadap 

pencapaian tujuan rendah 

/kurang signifikan  

Tidak signifikan / sangat  

Kecil  

1 Pengaruh terhadap 

pencapaian tujuan tidak  

Signifikan  

 

c. Skala Nilai Risiko 

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak 

risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau 

menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan 

mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat 

risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Kriteria penerimaan 

risiko disajikan sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Kriteria Penerimaan Resiko 

Skala Nilai Risiko Skor Kriteria untuk Penerimaan 
Risiko 

Sangat rendah 1 – 2 Dapat diterima  

Rendah  3 – 4 Dapat diterima  
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Tinggi 6 – 9 Harus menjadi perhatian 

manajemen dan diperlukan 
pengendalian yang baik  

Sangat tinggi  12 – 16 Tak dapat diterima, diperlukan 

pengendalian yang sangat  
Baik  

 

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/ 

unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala 

dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang 

telah ditentukan. Matriks risiko yang di gunakan kriteria skala 4 dengan 

kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 

berikut:  

Tabel 4.4 

Matriks Analisis Risiko Dalam Skala 4 

 

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan 

penanganan/respon risiko pemerintah daerah dipengaruhi oleh selera risiko 

atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori 

sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa 

risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi 

(unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi 

prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan 
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sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima 

(acceptable risk).  

 

d. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko 

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari 

pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan 

pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya 

diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif. Selera Risiko 

menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran 

kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang 

dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. Penetapan 

Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:  

1)  Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak 

perlu dilakukan proses mitigasi risiko;  

2) Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar 

daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;  

3)  Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk 

menurunkan level risikonya.  

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Selera Risiko 

Level Risiko Besaran 
risiko 

Tindakan yang diambil 

Sangat Tinggi (5)  12 - 16 Diperlukan tindakan segera utk 

mengelola risiko  

Tinggi (4)  6 - 9 Diperlukan tindakan untuk 
mengelola risiko  

Rendah (2)  3 – 4 Tidak diperlukan tindakan  

Sangat Rendah (1)  1 – 2 Tidak diperlukan tindakan  

 

4.1.2 Penetapan Konteks/Tujuan 

Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi 

serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak 

dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Hal-
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hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat an 

kompleksitas dari risiko. 

 

a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa 

Barat 

Tahun Penilaian : 2025 

Periode yang dinilai : Periode RPD Tahun 2024-2026 

Sumber Data : RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat Dan Berakhlakul Karimah 

Misi Strategis RPD : 1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan 

dan Berakhlakul Karimah 

  2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarat dan 

lingkungan hidup 

  3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

berdaya saing dan berbasis potensi lokal 

  4. Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur dan 

penataan wilayah 

  5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan 

Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat 

Penetapan konteks Misi 

Risiko Strategis Pemda 

  1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang 

Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah 

: 5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN 

dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. 

Tujuan Strategis RPD : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Yang Profesional dan Berdaya Saing 

  2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 

  3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Ketahanan Bencana 

  4. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing 

Perekonomian Masyarakat 

  5. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat 

  6. Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung 

Pengembangan dan Penataan Wilayah 

  7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, Efektif dan Akuntabel 

  8. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya 

Guna, Aman, Tentram dan Damai 

Penetapan Konteks Tujuan 

Risiko Strategis Pemda 
: 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Yang Profesional dan Berdaya Saing 
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7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel 

Sasaran RPD : 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan 

Kebudayaan 

  2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing 

Masyarakat 

  3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan 

Kesehatan dan Keluarga Berencana 

  4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

  5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana 

  6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah 

  7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha 

Perdagangan dan Perindustrian 

  8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Masyarakat 

  9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian 

dan Perikanan 

  10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan 

  11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

  12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar 

Wilayah 

  13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang 

Strategis dan Efisien 

  14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah melalui penerapan SPBE 

  15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

  16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan 

    17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan 

Masyarakat 

Penetapan Konteks Sasaran 

Risiko Strategis Pemda 
: 

14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE 

15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

IKU Sasaran RPD : 1. Indek Pembangunan Manusia 

  2. Rata-Rata Lama Sekolah 

  3. Angka Harapan Lama Sekolah 

  4. Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan 
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  5. Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka 

Pengangguran 

  6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

  7. Persentase Pemuda Berprestasi 

  8. Angka Harapan Hidup 

  9. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

  10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Kab/Kota 

  11. Indeks Ketahanan Daerah  

  12. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 

  13. Pertumbuhan Ekonomi 

  14. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat 

  15. Pertumbuhan UMKM 

  16. Inflasi 

  17. Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) 

  18. Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri 

Terhadap PDRB (Trilyun) 

  19. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN 

(Trilyun) 

  20. Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan 

  21. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 

  22. Nilai Tukar Petani 

  23. Skor Pola Pangan Harapan 

  24. Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap 

PDRB 

  25. Angka Kemiskinan 

  26. Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan 

  27. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) 

  28. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

  29. Indeks Perberdayaan Gender (IDG) 

  30. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 

  31. Cakupan Layanan Air Bersih 

  32. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 

  33. Cakupan Layanan Air Limbah Domestik 

  34. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam 

Kondisi Baik 

  35. Nilai SAKIP Kabupaten 

  36. Indeks Kepuasan Masyarakat 

  37. Indeks Reformasi Birokrasi 

  38. Indeks SPBE 

  39. Indeks Profesionalitas ASN 
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  40. Sistem Merit Kabupaten 

  41. Nilai LPPD Kabupaten 

  42. Opini BPK terhadap laporan keuangan 

  43. Indeks Kemandirian Fiskal 

  44. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

  45. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 

  46. Indeks Inovasi Daerah 

  47. Indeks Desa Membangun 

  48. Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Penetapan konteks IKU 

Risiko Strategis Pemda 

: 35. Nilai SAKIP Kabupaten                                                                                                    

36. Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                               

39. Indeks Profesionalitas ASN                                                      

40. Sistem Merit Kabupaten 

Prioritas pembangunan dan 

program unggulan 

: Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026  

  1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

pemajuan kebudayaan daerah; 

  2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB; 

  3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan 

Bencana; 

  4. Pengembangan Koperasi dan UMKMi; 

  5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan 

Perdagangan ; 

  

  6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Masyarakat 

  

  7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan 

Perikanan 

  

  8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

  

  9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur dasar di 

semua Wilayah 

    10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 

    11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

  

  12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 

Masyarakat 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

: Urusan Pilihan Bidang SDM 

Nama Dinas Terkait : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Tujuan, Sasaran, IKU dan 

Program yang akan 

dilakukan penilaian risiko 

: Tujuan: 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang 

Profesional dan Berdaya Saing.                                                              

  Sasaran:                                                                                                                                             

15. Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah                                                                                                                     

  IKU:                                                                                                                                                                 

39. Indeks Sistem Merit Kabupaten                                  

40. Indeks Profesionalitas ASN 
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  Tujuan : 2.   Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik, Bersih,Efektif dan 

Akuntabel                                                     

  

  Sasaran :                                                                                    

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE                                                                                                                                                        

    IKU:                                                                                                                                                                 

35. Nilai SAKIP Kabupaten                                              

36. Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

b. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah 

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Tahun Penilaian : 2025 

Periode yang 

dinilai 

: Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 2024-2026 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Sumber Data : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 2024-2026 

Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.                                                                                                

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, Efektif  dan Akuntabel 

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai                                                                                                                                  

    2. Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

    3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit 

IKU Strategis : 1. Tingkat Profesionalitas ASN                                                                                                                                    Kategori "Sangat 

Rendah (61-70)" 

    2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah      Predikat "A" 

    3. Indeks Kepuasan Masyarakat   Predikat "Baik" 

    4. Indeks Sistem Merit Kabupaten Kategori "Baik" 

Program : 1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

  : Tujuan Strategis 

    Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, 

Efektif dan Akuntabel 

  : Sasaran 

    Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

  : IKU  

    1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah Predikat "A" 
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    2. Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat "Baik" 

Program : 2. KEPEGAWAIAN DAERAH 

Tujuan, Sasaran, 

IKU dan Program 

yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 

: Tujuan Strategis 

  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, 

Efektif dan Akuntabel 

: Sasaran 

  Optimalisasi Penerapan Sistem Merit 

: IKU  

   Indeks Sistem Merit Kabupaten Kategori "Baik" 

Program   3. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Tujuan, Sasaran, 

IKU dan Program 

yang akan 

dilakukan 

penilaian risiko 

: Tujuan Strategis 

  Meningkatkan Kualitas SDM aparatur 

: Sasaran 

  Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai 

: IKU Strategis 

  Tingkat Profesionalitas ASN      Kategori "Sangat 

Rendah (61-70)" 

 

c. Penetapan Konteks Risiko Operasional 

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Tahun Penilaian : 2025 

Periode yang dinilai : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Sumber Data : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026 

Tujuan Strategis : 1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.                                                                                                

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, Efektif  dan Akuntabel 

Program dan 

Kegiatan Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

: 
1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 

1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN 

1.2 Mutasi dan Promosi ASN 

1.3 Pengembangan Kompetensi ASN 

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 
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2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis 

2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional 

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

3.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

3.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

3.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

3.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

3.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Keluaran/Hasil 

Kegiatan 

: 1. Jumlah Dokumen Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN 

424 

Dokumen 

2. Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi 

ASN 

8 

Dokumen 

3. Jumlah ASN yang mendapatkan 

pengembangan kompetensi ASN 

 255 

Orang 

4. Jumlah Laporan penilaian dan evaluai 

kinerja aparatur  

2 

Laporan 

5. Jumlah ASN yang mengikuti 

pengembangan Kompetensi teknis 

55 Orang 

6. Jumlah Laporan Hasil 

Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi manajerial dan fungsional 

2 

Laporan 

Program, Kegiatan, 

dan Keluaran/Hasil 

Kegiatan yang akan 

dilakukan penilaian 

resiko 

: Program : Kepegawaian Daerah 

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN 

2. Mutasi dan Promosi ASN 

3. Pengembangan Kompetensi ASN 

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1. Pengembangan Kompetensi Teknis 

2. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional 
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4.1.3 Hasil Identifikasi Risiko 

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BKPSDM 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA 

            

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta        

Nama OPD  : BKPSDM         

Tahun Penilaian  : 2025         

Periode yang 

dinilai 

 : Periode RPD (Tahun 2024-

2026) 

       

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

       

            

No 
Tujuan/ Sasaran Strategis/ 

Program 

Indikator 

Kinerja 

Risiko Sebab Dampak 

Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian 
Pihak yang 

Terkena 

a   b c d e f g h i j k 

1 RISIKO STRATEGIS PEMDA Bidang Kepegawaian 

1.1 Tujuan 

Strategis 

Pemda 

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel 

1.1.2 Sasaran 15. Meningkatnya 

Maturitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Rendahnya 

tingkat disiplin 

ASN 

RSP.25.01.05.01 Kepala 

Daerah 

Kurangnya 

pengawasan, 

sanksi yang tidak 

tegas, atau 

budaya 

organisasi yang 

permisif. 

Eksternal UC Pelanggaran 

disiplin yang 

sering terjadi, 

penurunan citra 

ASN, dan 

gangguan 

terhadap kinerja 

organisasi. 

ASN 
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Sistem Merit 

Kabupaten 

Kesenjangan 

kompetensi dan 

potensi dengan 

kebutuhan 

jabatan 

RSP.25.01.05.02 Kepala 

Daerah 

Perencanaan 

kebutuhan 

pegawai tidak 

akurat dan 

kurangnya 

pemetaan 

kompetensi. 

Internal 

dan 

Eksternal 

UC Penempatan 

pegawai tidak 

tepat, kinerja 

tidak optimal, 

dan kesulitan 

dalam mencapai 

tujuan 

organisasi. 

Kepala OPD dan 

OPD terkait 

2 RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

2.1 TUJUA

N 1 : 

Meningkatkan Kualitas SDM aparatur 

2.1.1 SASAR

AN 1 : 

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Profesionalitas 

Pegawai 

Tingkat 

Profesionalitas 

ASN 

Rendahnya 

tingkat 

kompetensi 

ASN 

RSO.25.38.26.0

1 

Kepala 

Badan 

Kurangnya 

kesempatan 

pengembangan 

diri, kurikulum 

pelatihan tidak 

relevan, atau 

rotasi jabatan 

yang tidak 

efektif. 

Internal C Kualitas 

pelayanan 

publik 

menurun, 

produktivitas 

kerja rendah, 

dan kesulitan 

dalam 

menghadapi 

tantangan tugas 

yang semakin 

kompleks. 

ASN 

2.2 TUJUA

N 2 : 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif  dan Akuntabel 

2.2.1 SASAR

AN 2 : 

Optimalisasi 

Penerapan Sistem 

Merit 

Indeks Sistem 

Merit 

Kabupaten 

Kelemahan 

dalam sistem 

informasi 

kepegawaian 

RSO.25.38.26.0

2 

Kepala 

Badan 

Data 

kepegawaian 

tidak akurat, 

sistem informasi 

yang tidak 

terintegrasi. 

Internal C Kesulitan dalam 

pengambilan 

keputusan, 

kesalahan 

dalam 

perhitungan 

gaji. 

ASN 
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2:03 PROGR

AM : 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Rasio Pegawai 

Pendidikan 

Tinggi dan 

Menegah/Dasa

r (%) (PNS 

tidak termasuk 

guru dan 

tenaga 

kesehatan) 

Kekurangan 

pegawai di 

perangkat 

daerah 

RSO.25.38.26.0

3 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

moratorium 

penerimaan 

CPNS 

Eksternal UC Kualitas 

pelayanan 

publik menurun 

ASN 

Rasio pegawai 

Fungsional 

(%) (PNS 

tidak termasuk 

guru dan 

tenaga 

kesehatan) 

Kualitas 

pegawai 

fungsional tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan 

RSO.25.38.26.0

4 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Kurangnya 

kompetensi 

pegawai, 

mismatch antara 

kualifikasi 

dengan 

kebutuhan 

jabatan. 

Eksternal UC Kualitas 

layanan publik 

menurun, 

kesulitan dalam 

menjalankan 

tugas dan 

fungsi. 

ASN 

Rasio Jabatan 

Fungsional 

bersertifikat 

Kompetensi 

(%) (PNS 

tidak termasuk 

guru dan 

tenaga 

kesehatan) 

Kualitas 

Sertifikasi yang 

yang tidak 

terakreditasi 

dan tidak 

berkualitas 

RSO.25.38.26.0

5 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Standar 

sertifikasi yang 

rendah, atau 

proses sertifikasi 

yang tidak 

transparan. 

Eksternal C Meragukan 

kompetensi 

pegawai yang 

bersertifikat, 

dan dapat 

menurunkan 

kredibilitas 

organisasi. 

ASN 

Jumlah 

jabatan 

pimpinan 

tinggi pada 

instansi 

pemerintah 

Kekosongan  

jabatan 

pimpinan tinggi 

RSO.25.38.26.0

6 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Moratorium 

Pelaksanaan 

Seleksi Terbuka 

JPT Pratama 

Eksternal UC Kualitas 

layanan publik 

menurun, 

terhambatnya 

pengambilan 

keputusan 

strategis, dan 

inefisiensi 

organisasi. 

ASN 
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Jumlah 

jabatan 

administrasi 

pada instansi 

pemerintah 

Kekosongan 

Jabatan 

Administrasi 

RSO.25.38.26.0

7 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Keterlambatan 

dalam mengisi 

jabatan dapat 

menyebabkan 

ketidaksesuaian 

antara 

kompetensi 

pegawai dengan 

kebutuhan 

organisasi. 

Eksternal UC Kualitas kinerja 

organisasi 

menurun, dan 

tujuan strategis 

organisasi sulit 

tercapai. 

ASN 

Jumlah 

pemangku 

jabatan 

fungsional 

tertentu pada 

instansi 

pemerintah 

Kualitas 

Pemangku 

Jabatan 

Fungsional 

tertentu Tidak 

Sesuai dengan 

Kebutuhan 

RSO.25.38.26.0

8 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

mismatch antara 

kualifikasi 

dengan 

kebutuhan 

jabatan. 

Eksternal UC Kualitas 

layanan publik 

menurun, 

kesulitan dalam 

menjalankan 

tugas dan 

fungsi. 

ASN 

Persentase 

Pelanggaran 

Disiplin 

Pegawai   

Kurangnya 

Pelaporan 

Pelanggaran 

RSO.25.38.26.0

9 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Pegawai takut 

melaporkan 

pelanggaran 

karena takut akan 

tindakan balas 

dendam atau 

kurangnya 

perlindungan. 

Internal C Pelanggaran 

tidak terungkap 

dan tidak dapat 

ditindaklanjuti, 

sehingga 

masalah terus 

berlanjut. 

ASN 
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Persentase 

Pemberhentian 

ASN 

Pungutan liar 

agar 

pengurusan SK 

pensiun 

berjalan lancar 

dan keluar tepat 

waktu 

RSO.25.38.26.1

0 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Pengelola 

kepegawaian 

Perangkat daerah 

bekerjasama 

dengan oknum di 

BKPSDM 

dengan cara 

mengiming-

imingi ASN yang 

akan Pensiun 

agar pengurusan 

SK pensiun 

berjalan lancar 

dan keluar tepat 

waktu 

Eksternal C Terhambatnya 

pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

organisasi, dan 

penurunan 

kualitas 

pelayanan 

publik. 

ASN 

Persentase 

Pemberian 

Penghargaan 

dan Tanda 

Jasa 

Kurangnya 

Transparansi 

penilaian 

pemberian 

penghargaan 

pegawai 

berprestasi 

RSO.25.38.26.1

1 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Proses pemberian 

penghargaan 

tidak transparan, 

sehingga memicu 

kecurigaan di 

antara pegawai. 

Eksternal UC Menurunnya 

kepercayaan 

pegawai 

terhadap 

organisasi, dan 

dapat memicu 

konflik internal. 

ASN 

Persentase 

pengadaan 

ASN sesuai 

formasi 

pegawai 

Pungutan liar 

agar lulus 

seleksi 

administrasi 

dan test CAT 

RSO.25.38.26.1

2 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

Lemahnya 

integritas, 

Kurangnya 

pengetahuan 

perundang-

undangan/ 

peraturan tentang 

gratifikasi dan 

Sistem 

Pengawasan 

yang Lemah.      

Eksternal UC Menurunnya 

kepercayaan 

pegawai 

terhadap 

organisasi, dan 

dapat memicu 

konflik 

ASN 
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2.3.1 KEGIA

TAN : 

Pengadaan, 

Pemberhentian 

dan Informasi 

Kepegawaian 

ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Pengadaan, 

Pemberhentia

n dan 

Informasi 

Kepegawaian 

ASN 

                

2.3.1.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Pengadaan PNS 

dan PPPK 

Jumlah 

Dokumen 

Kegiatan 

Koordinasi 

dan Fasilitasi 

Pengadaan 

PNS dan 

PPPK 

Terjadinya 

Ketidaksesuaian 

antara 

Kebutuhan dan 

Profil Calon 

ASN 

ROO.25.38.26.0

1 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Kurangnya 

analisis 

kebutuhan 

kompetensi, atau 

adanya kesalahan 

dalam proses 

seleksi. 

Eksternal UC Penempatan 

ASN tidak 

sesuai dengan 

jabatan 

Masyarakat 

2.3.1.

2 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Kerentanan 

Sistem terhadap 

Serangan Siber 

ROO.25.38.26.0

2 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

Kurangnya 

keamanan 

sistem, atau tidak 

adanya 

pembaruan 

sistem secara 

berkala. 

Eksternal UC Kebocoran data 

pribadi, 

gangguan 

operasional 

sistem, dan 

kerugian 

finansial. 

ASN,Masyaraka

t 

2.3.1.

3 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pemberhentian 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pemberhentian  

Terjadinya 

Keterlambatan 

Proses 

Pemberhentian 

ROO.25.38.26.0

3 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

kurangnya 

kelengkapan 

persyaratan, atau 

adanya sengketa 

hukum. 

Eksternal UC Ketidakjelasan 

status 

kepegawaian. 

ASN,Masyaraka

t 

2.3.1.

4 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Evaluasi data, 

informasi dan 

sistem informasi 

kepegawaian 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Evaluasi Data, 

Informasi dan 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Indikator 

Evaluasi yang 

Tidak Relevan 

ROO.25.38.26.0

4 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

Indikator yang 

digunakan untuk 

evaluasi tidak 

relevan dengan 

tujuan organisasi 

atau kebutuhan 

pengguna. 

Eksternal UC Hasil evaluasi 

tidak 

memberikan 

gambaran yang 

akurat tentang 

kinerja sistem, 

dan tidak dapat 

digunakan 

sebagai dasar 

ASN 
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untuk 

pengambilan 

keputusan. 

2.3.2 KEGIA

TAN 

Mutasi dan 

Promosi ASN 

                  

2.3.2.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

kenaikan pangkat 

ASN 

Jumlah 

Pengelolaan 

Kenaikan 

Pangkat ASN 

Kurangnya 

Dokumen 

Pendukung 

dalam 

pengusulan 

Kenaikan 

Pangkat 

ROO.25.38.26.0

5 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

Dokumen 

pendukung yang 

tidak lengkap 

atau tidak valid. 

Eksternal C Proses kenaikan 

pangkat tidak 

dapat 

dilanjutkan, 

atau keputusan 

kenaikan 

pangkat dapat 

dibatalkan. 

PNS 

2.3.2.

2 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

promosi ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pengelolaan 

Promosi ASN 

Keterlambatan 

Proses Promosi 

ROO.25.38.26.0

6 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Kurangnya 

koordinasi,  

persyaratan yang 

tidak lengkap, 

atau sistem yang 

tidak efisien. 

Eksternal UC Ketidakpuasan 

pegawai, 

penurunan 

motivasi kerja 

ASN 

2.3.3 KEGIA

TAN 

Pengembangan 

Kompetensi ASN 

                  

2.3.3.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Peningkatan 

Kapasitas Kinerja 

ASN 

Jumlah ASN 

yang 

Meningkat 

Kapasitasnya 

Kecurangan 

dalam 

pelaksanaan 

UPKP dan 

Ujian 

Penyesuian 

Ijazah 

ROO.25.38.26.0

7 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

adanya hubungan 

kedekatan 

dengan pihak 

penyelenggara 

Eksternal UC Peserta yang 

lulus UPKP dan 

Penyesuian 

Ijazah tidak 

sesuai 

kompetensi 

ASN 
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2.3.3.

2 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

Assessment 

Center 

Jumlah 

Dokumen 

Pengelolaan 

Assesment 

Center 

Hasil 

Assessment 

Tidak Valid 

ROO.25.38.26.0

8 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Assessor / pihak 

penyelenggara 

yang tidak 

kompeten, atau 

kondisi 

pelaksanaan 

assessment yang 

tidak sesuai 

standar. 

Eksternal UC Keputusan 

penempatan 

atau 

pengembangan 

pegawai yang 

tidak tepat, 

sehingga 

berdampak pada 

kinerja 

organisasi. 

ASN 

2.3.3.

3 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Lanjutan ASN 

Jumlah ASN 

yang 

Mendapatkan 

Pendidikan 

Lanjutan 

Program 

Pendidikan 

Tidak Relevan 

ROO.25.38.26.0

9 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Program 

pendidikan tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan 

organisasi atau 

kompetensi yang 

dibutuhkan ASN. 

Eksternal UC Pemborosan 

anggaran, 

waktu, dan 

sumber daya, 

serta tidak ada 

peningkatan 

kinerja yang 

signifikan. 

ASN 

2.3.3.

4 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Sosialisasi dan 

Penyebaran 

Informasi Jabatan 

Fungsional ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Sosialisasi dan 

Penyebaran 

Informasi 

Jabatan 

Fungsional 

ASN 

Informasi Tidak 

Lengkap atau 

Salah 

ROO.25.38.26.1

0 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Sumber 

informasi yang 

tidak akurat, 

kesalahan dalam 

penyampaian, 

atau perubahan 

regulasi yang 

tidak segera 

disosialisasikan. 

Eksternal UC Keputusan karir 

yang salah 

diambil oleh 

ASN, 

penurunan 

motivasi kerja, 

dan tuntutan 

hukum. 

ASN 

2.3.3.

5 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pembinaan 

Jabatan 

Fungsional ASN  

Jumlah ASN 

Fungsional 

yang Dibina 

Kurangnya 

Fasilitas dan 

Infrastruktur 

ROO.25.38.26.1

1 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Kurangnya 

fasilitas 

pendukung, 

seperti akses 

internet. 

Eksternal C Kualitas 

program 

pembinaan 

menurun, dan 

peserta tidak 

nyaman 

mengikuti 

program. 

ASN 
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2.3.3.

6 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Fasilitasi 

Pengembangan 

Karir dalam 

Jabatan 

Fungsional 

Jumlah ASN 

Jabatan 

Fungsional 

yang 

Mendapatkan 

Layanan 

Pengembanga

n Karir 

Kurangnya 

Diversitas dan 

Inklusivitas 

ROO.25.38.26.1

2 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Program 

pengembangan 

karir Jabatan 

Fungsional tidak 

mengakomodasi 

kebutuhan 

pegawai. 

Eksternal UC Terjadi 

diskriminasi, 

penurunan 

motivasi kerja, 

dan kurangnya 

representasi 

yang beragam 

dalam 

organisasi. 

ASN 

2.3.3.

7 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Evaluasi 

Pengembangan 

Jabatan 

Fungsional 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Evaluasi 

Pengembanga

n Jabatan 

Fungsional 

Kurangnya 

Analisis Data 

yang Mendalam 

ROO.25.38.26.1

3 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Analisis data 

yang dangkal 

atau tidak 

komprehensif. 

Internal C Kesimpulan 

yang diambil 

tidak akurat, 

tidak 

teridentifikasi 

akar penyebab 

masalah, dan 

rekomendasi 

yang tidak 

relevan. 

ASN 

2.3.4 KEGIA

TAN : 

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

                  

2.3.4.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pembinaan 

Disiplin ASN 

Jumlah ASN 

yang 

Mendapatkan 

Pembinaan 

Kedisiplinan 

Kurangnya 

Kesadaran 

Akan 

Pentingnya 

Disiplin 

ROO.25.38.26.1

4 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Kurangnya 

sosialisasi 

mengenai 

pentingnya 

disiplin, atau 

kurangnya 

pemahaman 

pegawai akan 

aturan disiplin. 

Internal C Tingkat disiplin 

pegawai rendah, 

pelanggaran 

disiplin sering 

terjadi, dan citra 

organisasi 

menjadi buruk 

ASN 

2.3.4.

2 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

penyelesaian 

pelanggaran 

disiplin ASN 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

Disiplin ASN 

Prosedur tidak 

sesuai regulasi 

ROO.25.38.26.1

5 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Prosedur yang 

berbelit-belit, 

kurangnya 

sumber daya, 

atau kurangnya 

komitmen 

pimpinan. 

Eksternal UC Pelanggar 

disiplin tidak 

jera, 

menurunkan 

moral pegawai, 

dan merusak 

citra organisasi. 

ASN 
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2.3.4.

3 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Evaluasi hasil 

penilaian dan 

evaluasi kinerja 

aparatur 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil Evaluasi 

Hasil 

Penilaian dan 

Evaluasi 

Kinerja 

Aparatur 

Data Tidak 

Valid dan 

Reliabel 

ROO.25.38.26.1

6 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Instrumen 

penilaian yang 

tidak valid, 

proses 

pengumpulan 

data yang tidak 

konsisten, atau 

adanya bias 

dalam penilaian. 

Eksternal UC Keputusan 

terkait 

pengembangan 

karir, promosi, 

atau pembinaan 

yang tidak 

tepat, serta 

penurunan 

motivasi kerja. 

ASN 

2.3.4.

4 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Pengelolaan 

Pemberian 

Penghargaan bagi 

Pegawai 

Jumlah ASN 

yang 

Diberikan 

Penghargaan 

Proses 

Penilaian yang 

Tidak Objektif 

ROO.25.38.26.1

7 

Kepala 

Bidang 

Pembina

an dan 

Kesejaht

eraan 

Adanya bias 

dalam penilaian 

kinerja, atau 

kurangnya 

transparansi 

dalam proses 

seleksi penerima 

penghargaan. 

Eksternal UC Pegawai merasa 

tidak adil, 

menurunkan 

motivasi kerja, 

dan merusak 

citra organisasi. 

ASN 

2.4 PROGR

AM : 

PROGRAM 

PENGEMBANG

AN SUMBER 

DAYA 

MANUSIA 

Rata-rata lama 

pegawai 

mendapatkan 

pendidikan 

dan pelatihan 

Frekuensi 

pelatihan yang 

rendah 

RSO.25.38.26.1

3 

Kepala 

Badan 

kurangnya 

kesadaran akan 

pentingnya 

pelatihan 

Eksternal UC Keterampilan 

dan 

pengetahuan 

pegawai 

menjadi usang, 

kesulitan dalam 

beradaptasi 

dengan 

perubahan 

teknologi dan 

kebijakan, dan 

penurunan 

kinerja 

organisasi. 

ASN 
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Persentase 

ASN yang 

mengikuti 

pendidikan 

dan pelatihan 

formal 

Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia 

Menurun 

RSO.25.38.26.1

4 

Kepala 

Badan 

Pegawai tidak 

memiliki 

keterampilan dan 

pengetahuan 

yang up-to-date, 

kesulitan dalam 

menghadapi 

tantangan 

pekerjaan yang 

semakin 

kompleks, dan 

penurunan 

produktivitas. 

Eksternal UC Penurunan 

kualitas 

pelayanan 

publik, 

kesulitan dalam 

mencapai tujuan 

organisasi. 

ASN 

Persentase 

Pejabat ASN 

yang telah 

mengikuti 

pendidikan 

dan pelatihan 

struktural 

Kualitas 

Kepemimpinan 

Menurun 

RSO.25.38.26.1

5 

Kepala 

Badan 

Pejabat tidak 

memiliki 

kompetensi 

kepemimpinan 

yang memadai, 

kesulitan dalam 

mengambil 

keputusan 

strategis, dan 

kurang efektif 

dalam memimpin 

Internal UC Penurunan 

kinerja 

organisasi, 

terhambatnya 

pencapaian 

tujuan 

organisasi, dan 

penurunan 

kepercayaan 

publik. 

ASN 

Persentase 

ASN Yang 

mengikuti  

Diklat 

Fungsional 

dan Diklat 

Teknis 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik Menurun 

RSO.25.38.26.1

6 

Kepala 

Badan 

ASN tidak 

memiliki 

kompetensi 

teknis yang 

memadai, 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas 

spesifik, dan 

penurunan 

produktivitas. 

Internal UC Kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

publik 

menurun, 

kepercayaan 

publik terhadap 

pemerintah 

berkurang, dan 

dapat memicu 

permasalahan 

sosial. 

ASN 

2.4.1 KEGIA

TAN : 

Pengembangan 

Kompetensi 

Jumlah ASN 

yang 
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Teknis mengikuti 

pengembanga

n Kompetensi 

teknis 

2.4.1.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi 

Teknis Umum, 

Inti, dan pilihan 

bagi Jabatan 

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan 

Pemerintahan 

Konkuren, 

Perangkat Daerah 

Penunjang, dan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

Jumlah ASN 

yang 

mengikuti 

pengembanga

n Kompetensi  

Kesenjangan 

Kompetensi 

dengan 

Kebutuhan 

Organisasi 

ROO.25.38.26.1

8 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Program 

pengembangan 

kompetensi tidak 

disusun 

berdasarkan 

analisis 

kebutuhan yang 

akurat. 

Internal UC Kinerja 

organisasi tidak 

optimal dan 

sulit mencapai 

target. 

ASN 

2.4.2 KEGIA

TAN : 

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional 

Jumlah 

Laporan 

Hasil 

Penyelenggar

aan 

Pengembanga

n Kompetensi 

manajerial 

dan 

fungsional 
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2.4.2.

1 

SUB 

KEGIAT

AN : 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi bagi 

Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, 

dan Prajabatan 

Jumlah 

Laporan Hasil 

Penyelenggara

an 

Pengembanga

n Kompetensi 

bagi Pimpinan 

Daerah, 

Jabatan 

Pimpinan 

Tinggi, 

Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpina

n, dan 

Prajabatan 

Kualitas 

Fasilitator yang 

Kurang 

Memadai 

ROO.25.38.26.1

9 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

Fasilitator tidak 

memiliki 

kompetensi yang 

memadai atau 

kurang 

berpengalaman 

dalam 

menyampaikan 

materi. 

Internal UC Kualitas 

pembelajaran 

menurun, 

peserta tidak 

puas, dan tujuan 

pelatihan tidak 

tercapai. 

ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

 

 

Laporan Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025  

B K P S D M  K A B .  P U R W A K A R T A  

4.1.4 Analisis Risiko 

ANALISIS HASIL RISIKO 

      

      
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

 
Tahun Penilaian : 2025 

   

Tujuan Strategis 

1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.                                                                                                

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, Efektif  dan Akuntabel 

Urusan Pemerintah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 
 

 

NO Risiko yang teridentifikasi 

  Analis Risiko 

Kode Risiko 
Skala 

Dampak 

Skala 

Kemungkinan 

Skala 

Risiko 

1 RISIKO STRATEGIS PEMDA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN SDM 

1.1 
Rendahnya tingkat disiplin 

ASN 
RSP.25.01.05.01 2 2 4 

1.2 

Kesenjangan kompetensi dan 

potensi dengan kebutuhan 

jabatan 

RSP.25.01.05.02 2 2 4 

            

2 
RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

2.1 
Rendahnya tingkat 

kompetensi ASN 
RSO.25.38.26.01 3 3 9 

2.2 
Kelemahan dalam sistem 

informasi kepegawaian 
RSO.25.38.26.02 2 2 4 

2.3 
Kekurangan pegawai di 

perangkat daerah 
RSO.25.38.26.03 3 1 3 

2.4 

Kualitas pegawai fungsional 

tidak sesuai dengan 

kebutuhan 

RSO.25.38.26.04 2 1 2 

2.5 

Kualitas Sertifikasi yang 

yang tidak terakreditasi dan 

tidak berkualitas 

RSO.25.38.26.05 2 2 4 

2.6 
Kekosongan  jabatan 

pimpinan tinggi 
RSO.25.38.26.06 3 3 9 

2.7 
Kekosongan Jabatan 

Administrasi 
RSO.25.38.26.07 2 2 4 

2.8 

Kualitas Pemangku Jabatan 

Fungsional tertentu Tidak 

Sesuai dengan Kebutuhan 

RSO.25.38.26.08 2 2 4 

2.9 
Kurangnya Pelaporan 

Pelanggaran 
RSO.25.38.26.09 2 2 4 

2.10 
Pungutan liar agar 

pengurusan SK pensiun 
RSO.25.38.26.10 3 3 9 
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berjalan lancar dan keluar 

tepat waktu 

2.11 

Kurangnya Transparansi 

penilaian pemberian 

penghargaan pegawai 

berprestasi 

RSO.25.38.26.11 2 2 4 

2.12 

Pungutan liar agar lulus 

seleksi administrasi dan test 

CAT 

RSO.25.38.26.12 2 2 4 

2.13 
Frekuensi pelatihan yang 

rendah 
RSO.25.38.26.13 2 2 4 

2.14 
Kualitas Sumber Daya 

Manusia Menurun 
RSO.25.38.26.14 2 2 4 

2.15 
Kualitas Kepemimpinan 

Menurun 
RSO.25.38.26.15 2 2 4 

2.16 
Kualitas Pelayanan Publik 

Menurun 
RSO.25.38.26.16 3 3 9 

            

3 
RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

3.1 

Terjadinya Ketidaksesuaian 

antara Kebutuhan dan Profil 

Calon ASN 

ROO.25.38.26.01 2 2 4 

3.2 
Kerentanan Sistem terhadap 

Serangan Siber 
ROO.25.38.26.02 3 3 9 

3.3 
Terjadinya Keterlambatan 

Proses Pemberhentian 
ROO.25.38.26.03 2 2 4 

3.4 
Indikator Evaluasi yang 

Tidak Relevan 
ROO.25.38.26.04 2 2 4 

3.5 

Kurangnya Dokumen 

Pendukung dalam 

pengusulan Kenaikan 

Pangkat 

ROO.25.38.26.05 2 2 4 

3.6 
Keterlambatan Proses 

Promosi 
ROO.25.38.26.06 2 2 4 

3.7 

Kecurangan dalam 

pelaksanaan UPKP dan 

Ujian Penyesuian Ijazah 

ROO.25.38.26.07 3 3 9 

3.8 
Hasil Assessment Tidak 

Valid 
ROO.25.38.26.08 3 3 9 

3.9 
Program Pendidikan Tidak 

Relevan 
ROO.25.38.26.09 2 2 4 

3.10 
Informasi Tidak Lengkap 

atau Salah 
ROO.25.38.26.10 2 2 4 

3.11 
Kurangnya Fasilitas dan 

Infrastruktur 
ROO.25.38.26.11 2 2 4 

3.12 
Kurangnya Diversitas dan 

Inklusivitas 
ROO.25.38.26.12 2 2 4 

3.13 
Kurangnya Analisis Data 

yang Mendalam 
ROO.25.38.26.13 2 2 4 
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3.14 
Kurangnya Kesadaran Akan 

Pentingnya Disiplin 
ROO.25.38.26.14 2 2 4 

3.15 
Prosedur tidak sesuai 

regulasi 
ROO.25.38.26.15 2 2 4 

3.16 
Data Tidak Valid dan 

Reliabel 
ROO.25.38.26.16 2 2 4 

3.17 
Proses Penilaian yang Tidak 

Objektif 
ROO.25.38.26.17 2 2 4 

3.18 

Kesenjangan Kompetensi 

dengan Kebutuhan 

Organisasi 

ROO.25.38.26.18 2 2 4 

3.19 
Kualitas Fasilitator yang 

Kurang Memadai 
ROO.25.38.26.19 2 2 4 
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4.1.5 Peta Risiko 

Very High/ 4 Sangat Tinggi

High/ 3 Tinggi

RSO.25.38.26.03

RSO.25.38.26.01 

RSO.25.38.26.06 

RSO.25.38.26.10 

RSO.25.38.26.16 

ROO.25.38.26.02 

ROO.25.38.26.07 

ROO.25.38.26.08
GARIS TOLERANSI RISIKO

Minor/ 2 Rendah

RSO.25.38.26.04

RSP.25.01.05.01  RSP.25.01.05.02  

RSO.25.38.26.02 RSO.25.38.26.05  

RSO.25.38.26.07 RSO.25.38.26.08  

RSO.25.38.26.09 RSO.25.38.26.11   

RSO.25.38.26.12 RSO.25.38.26.13  

RSO.25.38.26.14 RSO.25.38.26.15  

ROO.25.38.26.01 ROO.25.38.26.03  

ROO.25.38.26.04 ROO.25.38.26.05 

ROO.25.38.26.06 ROO.25.38.26.09 

ROO.25.38.26.10 ROO.25.38.26.11 

ROO.25.38.26.12 ROO.25.38.26.13  

ROO.25.38.26.14 ROO.25.38.26.15  

ROO.25.38.26.16 ROO.25.38.26.17  

ROO.25.38.26.18  ROO.25.38.26.19

Insignificant 1 Sangat Rendah

Sangat Rendah /1 Rendah /2 Tinggi /3 Sangat Tinggi /4

Rare Unlikely Likely Almost Certain

PETA RISIKO UNGGULAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA THN 2025

IM
P

A
C

T 
/ 

D
A

M
P

A
K

LIKELIHOOD / KEMUNGKINAN / PROBABILITAS
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4.2 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

4.2.1 Pengendalian yang sudah dilakukan 

 Pengendalian yang sudah dilakukan adalah Hasil identifikasi terhadap 

pengendalian yang sudah ada dan terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk 

ditangani / dikelola dari hasil hasil analisis risiko. 

Tabel 4.6 

Risiko Prioritas 

No Risiko Prioritas Kode Risiko 
Skala 

Risiko 

Pemilik 

Risiko 
Penyebab Dampak 

1 2 3 4 5 6 7 

II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

2.1 Rendahnya 

tingkat 

kompetensi ASN 

RSO.25.38.26.01 9 Kepala Badan Kurangnya 

kesempatan 

pengembangan diri, 

kurikulum pelatihan 

tidak relevan, atau 

rotasi jabatan yang 

tidak efektif. 

Kualitas 

pelayanan publik 

menurun, 

produktivitas 

kerja rendah, dan 

kesulitan dalam 

menghadapi 

tantangan tugas 

yang semakin 

kompleks. 

2.2 Kekosongan  

jabatan pimpinan 

tinggi 

RSO.25.38.26.06 9 Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

Kurangnya 

koordinasi,  

persyaratan yang 

tidak lengkap, atau 

sistem yang tidak 

efisien. 

Ketidakpuasan 

pegawai, 

penurunan 

motivasi kerja 

2.3 Pungutan liar 

agar pengurusan 

SK pensiun 

berjalan lancar 

dan keluar tepat 

waktu 

RSO.25.38.26.10 9 Kepala Bidang 

Pembinaan 

dan 

Kesejahteraan 

Pengelola 

kepegawaian 

Perangkat daerah 

bekerjasama dengan 

oknum di BKPSDM 

dengan cara 

mengiming-imingi 

ASN yang akan 

Pensiun agar 

pengurusan SK 

pensiun berjalan 

lancar dan keluar 

tepat waktu 

Terhambatnya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

organisasi, dan 

penurunan 

kualitas 

pelayanan publik. 

2.4 Kualitas 

Pelayanan Publik 

Menurun 

RSO.25.38.26.16 9 Kepala Badan ASN tidak memiliki 

kompetensi teknis 

yang memadai, 

kesulitan dalam 

menyelesaikan 

tugas-tugas spesifik, 

dan penurunan 

produktivitas. 

Kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan publik 

menurun, 

kepercayaan 

publik terhadap 

pemerintah 
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No Risiko Prioritas Kode Risiko 
Skala 

Risiko 

Pemilik 

Risiko 
Penyebab Dampak 

berkurang, dan 

dapat memicu 

permasalahan 

sosial. 

              

III RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

3.1 Kerentanan 

Sistem terhadap 

Serangan Siber 

ROO.25.38.26.02 9 Kepala Bidang 

Pengadaan 

Kurangnya 

keamanan sistem, 

atau tidak adanya 

pembaruan sistem 

secara berkala. 

Kebocoran data 

pribadi, gangguan 

operasional 

sistem, dan 

kerugian 

finansial. 

3.2 Kecurangan 

dalam 

pelaksanaan 

UPKP dan Ujian 

Penyesuian Ijazah 

ROO.25.38.26.07 9 Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

adanya hubungan 

kedekatan dengan 

pihak penyelenggara 

Peserta yang lulus 

UPKP dan 

Penyesuian Ijazah 

tidak sesuai 

kompetensi 

3.3 Hasil Assessment 

Tidak Valid 

ROO.25.38.26.08 9 Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

Assessor / pihak 

penyelenggara yang 

tidak kompeten, atau 

kondisi pelaksanaan 

assessment yang 

tidak sesuai standar. 

Keputusan 

penempatan atau 

pengembangan 

pegawai yang 

tidak tepat, 

sehingga 

berdampak pada 

kinerja organisasi. 

 

4.2.2 Pengendalian yang masih dibutuhkan 

 Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa 

kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan 

pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian 

didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan 

upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.  
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Tabel 4.7 

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan 

(RTP Atas Hasil Identifikasi Risiko) 

No. Risiko Prioritas Kode Risiko 
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada 

Celah 

Pengendalian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Pemilik / 

Penangg

ung 

Jawab 

Target 

Waktu 

Penyele

saian 

a b c d e c d e 

II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 Rendahnya 

tingkat 

kompetensi ASN 

RSO.25.38.2

6.01 

Menerapkan program 

pengembangan 

kompetensi ASN 

secara merata dalam 

setiap level jabatan 

ASN, sesuai dengan 

peraturan yang ada, 

membuka kesempatan 

yang merata dalam 

setiap level jabatan 

ASN untuk 

memperoleh 

pengembangan 

kompetensi minimal 

20 JP per tahun  

Kurangnya evaluasi 

terhadap kebutuhan 

pelatihan, sistem 

mentoring yang 

lemah, dan tidak 

adanya mekanisme 

untuk mengukur 

dampak pelatihan. 

Menyusun 

analasis GAP 

Kompetensi 

ASN  pada 

setiap level 

jabatan, 

dengan 

kompetensi 

Jabatan dan 

Organisasi 

Kepala 

Badan 

TW II 

 

2 Kekosongan  

jabatan pimpinan 

tinggi 

RSO.25.38.2

6.06 

Membuat perencanaan 

dan Pemetaan 

pengisiaan 

kekosongan Jabatan 

Pimpinan Tinggi 

(JPT) Pratama setiap 

Tahun berdasarkan 

Data BUP, dan 

pengisian kekosongan 

sementara JPT dengan 

Pajabat Pelaksana 

Tugas 

Tidak adanya 

rencana suksesi 

yang jelas, Kriteria 

seleksi yang tidak 

jelas dan Waktu 

rekrutmen yang 

terlalu lama. 

Menyusun 

perencanaan 

pengisian 

kekosongan 

jabatan 

pimpinan 

tinggi (JPT) 

Pratama  

melalui seleksi 

terbuka 

minimal 3 

bulan sebelum 

jabatan 

tersebut 

kosong karena 

pensiun/mutas

i/rotasi , serta  

berupaya 

menyusun 

rencana 

suksesi 

melalui 

manajemen 

talenta 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

TW III  

3 Pungutan liar agar 

pengurusan SK 

pensiun berjalan 

lancar dan keluar 

tepat waktu 

RSO.25.38.2

6.10 

Tersedianya data 

pegawai di sistem 

Kepegawaian 

Tidak Update data 

pegawai di sitem 

kepegawaian 

Updating data 

Kepegawaian 

di Sistem 

Kepegawaian 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

TW II 
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No. Risiko Prioritas Kode Risiko 
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada 

Celah 

Pengendalian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Pemilik / 

Penangg

ung 

Jawab 

Target 

Waktu 

Penyele

saian 

4 Kualitas 

Pelayanan Publik 

Menurun 

RSO.25.38.2

6.16 

Membuat Anggaran 

diklat fungsional dan 

teknis 

Kurangnya program 

diklat fungsional 

dan teknis yang 

relevan, kurangnya 

sosialisasi program 

diklat 

Mengembangk

an program 

diklat 

fungsional dan 

teknis yang 

relevan 

dengan 

kebutuhan 

jabatan dan 

organisasi, 

melakukan 

sosialisasi 

program diklat 

secara intensif 

Kepala 

Badan 

 TW II 

                

III RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 Kerentanan 

Sistem terhadap 

Serangan Siber 

ROO.25.38.

26.02 

1. Pembuatan Pakta 

Integritas bagi 

Pegawai yang 

memiliki akses pada 

SIMPEG, SIASN                                               

2. Perubahan 

password server 

diskominfo secara 

berkala                        

3. Menyediakan One 

Time Password (OTP) 

pada akses login 

masuk pada SIASN                                                                     

4. Permintaan 

Password Ulang pada 

proses validasi usulan                                 

5. Pemberian Akses 

Terbatas untuk dapat 

mengakses API 

Manager pada 

Pegawai yang sudah 

didaftarkan NIP 

pegawai nya                                                

6. Pemberian Sanksi 

Hukuman Disiplin 

bagi Pegawai yang 

melanggar pasal 3 

BAB II kewajiban dan 

larangan pegawai 

dalam PP Nomor 94 

tahun 2021 yang 

mengamanatkan 

menyimpan rahasia 

jabatan dan hanya 

Kurangnya 

penerapan sistem 

keamanan yang 

memadai, atau 

kurangnya 

kesadaran akan 

pentingnya 

keamanan siber. 

1. Melakukan 

Integrasi 

sistem antara 

SIASN 

dengan 

SIMPEG                                                                         

2. 

Menyelenggar

akan Coaching 

Clinic  terkait 

Keamanan 

Sistem dan 

Data dari 

serangan siber.                                                        

3. Membuat 

Standar 

Operasional 

Prosedur 

(SOP) terkait  

Keamanan 

Sistem dan 

Data dari 

serangan siber 

Kepala 

Bidang 

Pengadaa

n 

 TW I & 

TW III 
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No. Risiko Prioritas Kode Risiko 
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada 

Celah 

Pengendalian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Pemilik / 

Penangg

ung 

Jawab 

Target 

Waktu 

Penyele

saian 

dapat mengemukakan 

rahasia jabatan  sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan.                7. 

Penambahan 

Fitur/Menu Layanan 

dan perbaikan sistem 

pada SIMPE                   

2 Kecurangan 

dalam 

pelaksanaan 

UPKP dan Ujian 

Penyesuian Ijazah 

ROO.25.38.

26.07 
Melaksanakan 

kerjasama kegiatan 

Ujian Dinas dan 

Ujian Penyesuian 

Ijazah dengan 

lembaga 

penyelenggara yang 

independen, 

pelaksanaan 

mekanisme ujian 

tidak secara manual 

tetapi berbasis 

digital 

Tidak adanya 

pengawasan yang 

ketat selama 

pelaksanaan ujian 

dan Adanya 

potensi konflik 

kepentingan 

antara penilai dan 

peserta. 

Pelaksanaan 

kegiatan 

ujian dengan 

menerapkan 

sistem 

digitalisasi 

melalui CAT 

(computer 

assited test), 

penerapan 

nilai ambang 

batas pada 

setiap 

substansi 

penilaian 

sesuai 

dengan 

aturan yang 

berlaku pada 

setiap jenis 

ujian  

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

TW II & 

TW IV  
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No. Risiko Prioritas Kode Risiko 
Uraian Pengendalian 

yang Sudah Ada 

Celah 

Pengendalian 

Rencana 

Tindak 

Pengendalian 

Pemilik / 

Penangg

ung 

Jawab 

Target 

Waktu 

Penyele

saian 

3 Hasil Assessment 

Tidak Valid 

ROO.25.38.

26.08 
Melaksanakan 

kerjasama kegiatan  

lembaga 

penyelenggara yang 

independen dengan 

level akreditasi A, 

menerapkan 

kegiatan assessment  

berbasis digital 

dengan metode CAT 

dan penunjukan 

assessor yang 

memiliki sertifikasi 

sesuai dengan 

bidangnya 

Skala penilaian 

yang tidak jelas, 

Metode analisis 

yang tidak tepat 

dan Interpretasi 

data yang salah 

Melaksanaka

n kegiatan 

assessment 

dengan 

lembaga 

penyelenggar

a atau 

assessment 

center 

dengan 

akreditasi A 

serta 

penunjukan 

assessor 

yang 

memiliki 

sertifikasi 

sesuai 

dengan 

bidangnya , 

serta 

melaksanaka

n kegiatan 

assessment 

secara 

berkelanjutan 

pada setiap 

level jabatan 

Kepala 

Bidang 

Pengemb

angan 

SDM 

TW III  

 

 

4.3 Informasi dan Komunikasi.  

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan 

komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tindak 

pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait 

dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.  
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Tabel 4.8 

Rencana Dan Realisasi Pemantauan Atas Pengkomunikasian Kegiatan 

Pengendalian Intern Yang Di Bangun 

No 
Kegiatan Pengendalian yang 

dibutuhkan 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunikasian 

Penyedia 

Informasi 

Penerima 

Informasi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

            

II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 Menyusun analasis GAP 

Kompetensi ASN  pada setiap 

level jabatan, dengan 

kompetensi Jabatan dan 

Organisasi 

Mentoring/ 

coaching/ 

sosialisasi 

BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW II 

2 Menyusun perencanaan 

pengisian kekosongan jabatan 

pimpinan tinggi (JPT) Pratama  

melalui seleksi terbuka minimal 

3 bulan sebelum jabatan 

tersebut kosong karena 

pensiun/mutasi/rotasi , serta  

berupaya menyusun rencana 

suksesi melalui manajemen 

talenta 

Sosialisasi, 

rapat/undangan, 

media sosial 

BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW III 

3 Updating data Kepegawaian di 

Sistem Kepegawaian 

rapat/undangan, 

sosialiasi 

BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW II 

4 Mengembangkan program 

diklat fungsional dan teknis 

yang relevan dengan kebutuhan 

jabatan dan organisasi, 

melakukan sosialisasi program 

diklat secara intensif 

Media sosial dan 

rapat/undangan 

BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW II 

            

III RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
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No 
Kegiatan Pengendalian yang 

dibutuhkan 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunikasian 

Penyedia 

Informasi 

Penerima 

Informasi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

1 1. Melakukan Integrasi sistem 

antara SIASN dengan SIMPEG                                                                         

2. Menyelenggarakan Coaching 

Clinic terkait Keamanan Sistem 

dan Data dari serangan siber.                                                        

3. Membuat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

terkait  Keamanan Sistem dan 

Data dari serangan siber 

Koordinasi dengan 

pihak pengembang 

aplikasi/sistem 

BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW I & TW 

III 

2 Pelaksanaan kegiatan ujian 

dengan menerapkan sistem 

digitalisasi melalui CAT 

(Computer Assited Test), 

penerapan nilai ambang batas 

pada setiap substansi penilaian 

sesuai dengan aturan yang 

berlaku pada setiap jenis ujian  

Rapat/undangan  BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW II & TW 

IV 

3 Melaksanakan kegiatan 

assessment dengan lembaga 

penyelenggara atau assessment 

center dengan akreditasi A serta 

penunjukan assessor yang 

memiliki sertifikasi sesuai 

dengan bidangnya , serta 

melaksanakan kegiatan 

assessment secara 

berkelanjutan pada setiap level 

jabatan 

Rapat/undangan  BKPSDM 

Kab. 

Purwakarta 

ASN 

Kabupaten 

Purwakarta 

TW III 

 

4.4 Pemantauan  

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk 

meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif 

mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah 

dilaksanakan.  

Tabel 4.9 

Rancangan Pemantauan 
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No 
Kegiatan Pengendalian yang 

Dibutuhkan 

Bentuk/ Metode 

Pemantauan yang 

Diperlukan 

Penanggung 

Jawab 

Pemantauan 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

1 2 3 4 5 

II RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 Menyusun analasis GAP 

Kompetensi ASN  pada setiap level 

jabatan, dengan kompetensi Jabatan 

dan Organisasi 

Media Sosial, Surat 

pengumuman/undangan ke 

OPD 

Kepala Badan TW II 

2 Menyusun perencanaan pengisian 

kekosongan jabatan pimpinan tinggi 

(JPT) Pratama  melalui seleksi 

terbuka minimal 3 bulan sebelum 

jabatan tersebut kosong karena 

pensiun/mutasi/rotasi , serta  

berupaya menyusun rencana suksesi 

melalui manajemen talenta 

Media Sosial, Surat 

rapat/pengumuman/undangan 

ke OPD 

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

TW III 

3 Updating data Kepegawaian di 

Sistem Kepegawaian 

Media Sosial, Surat 

pengumuman ke OPD 

Kepala Bidang 

Pembinaan dan 

Kesejahteraan 

TW II 

4 Mengembangkan program diklat 

fungsional dan teknis yang relevan 

dengan kebutuhan jabatan dan 

organisasi, melakukan sosialisasi 

program diklat secara intensif 

Media Sosial, Surat 

rapat/pengumuman/undangan 

ke OPD 

Kepala Badan TW II 

          

III RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

1 1. Melakukan Integrasi sistem 

antara SIASN dengan SIMPEG                                                                         

2. Menyelenggarakan Coaching 

Clinic terkait Keamanan Sistem dan 

Data dari serangan siber.                                                        

3. Membuat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) terkait  Keamanan 

Sistem dan Data dari serangan siber 

Surat 

rapat/pengumuman/undangan  

Kepala Bidang 

Pengadaan 

TW I & TW 

III 
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No 
Kegiatan Pengendalian yang 

Dibutuhkan 

Bentuk/ Metode 

Pemantauan yang 

Diperlukan 

Penanggung 

Jawab 

Pemantauan 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

2 Pelaksanaan kegiatan ujian dengan 

menerapkan sistem digitalisasi 

melalui CAT (Computer Assited 

Test), penerapan nilai ambang batas 

pada setiap substansi penilaian 

sesuai dengan aturan yang berlaku 

pada setiap jenis ujian  

Surat 

rapat/pengumuman/undangan  

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

TW II & TW 

IV 

3 Melaksanakan kegiatan assessment 

dengan lembaga penyelenggara atau 

assessment center dengan akreditasi 

A serta penunjukan assessor yang 

memiliki sertifikasi sesuai dengan 

bidangnya , serta melaksanakan 

kegiatan assessment secara 

berkelanjutan pada setiap level 

jabatan 

Surat 

rapat/pengumuman/undangan  

Kepala Bidang 

Pengembangan 

SDM 

TW III 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Laporan Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2025 merupakan uraian tentang upaya BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta untuk mengatasi seluruh ancaman dan risiko yang menganggu 

BKPSDM Kabupaten Purwakarta dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran 

organisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis 

seluruh risiko pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana tindak pengendalian, 

identifikasi media/sarana informasi dan komunikasi, serta metode pemantauan 

yang diperlukan.  

Untuk mengantisipasi risiko strategis telah disusun rencana tindak 

pengendalian intern beserta seluruh media/sarana pengkomunikasian dan metode 

pemantauan yang dibutuhkan. Dengan tersusunnya dokumen RTP BKPSDM 

Kabupaten Purwakarta tahun 2025 diharapkan seluruh risiko strategis dapat 

dikendalikan dengan baik. 
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Nama OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Penilaian 2025
Periode yang dinilai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026
Urusan Pemerintahan Unsur Penuni ang Urusan Pemerintahan

Sumber Data Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026

Tujuan Strategis l. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.

2. Mewuiudkan Tata Kelola Pemerintahan yans Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
Sasaran Strategis l. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai

2. Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

3. Optimalisasi Penerapan Sistem Merit
IKU Strategis l. Tingkat Profesionalitas ASN Kategori "Sangat Rendah

(6 I -70)',
2. Capaian SAKIP Peranekat Daerah Predikat "A"
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat "Baik"
4. Indeks Sistem Merit Kabupaten Kategori "Baik'

Program I. PENI]NJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tuiuan Stratesis
Mewuiudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran
Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

IKU
1. Capaian SAKIP Peranekat Daerah Predikat "A"
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat "Baik"

Program 2. KEPEGAWATAN DAERAH

Tujuan, Sasaran, IKU dan

Program yang akan

dilakukan penilaian risiko

Tuiuan Stratesis
Mewuiudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran
Optimalisasi Penerapan Sistem Merit
IKU
Indeks Sistem Merit Kabupaten Kategori "Baik"

Program 3. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan, Sasaran, IKU dan

Program yang akan

dilakukan penilaian risiko

Tuiuan Stratesis
Meningkatkan Kualitas SDM aparatur

Sasaran
Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas Pegawai

IKU Strateeis
Tingkat Profesionalitas ASN Kategori "Sangat Rendah

(61-70)"

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBf,R DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2025

Purwaliarta, l6 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan

Stmber Daya manusia Kabupaten

H. WAHYTJ WIBISONO
Lrp. rcrToszq r9e50i 1 00r



Nama OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun Penilaian 2025

Periode yang dinilai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mantsia2024-2026

Urusan Pemeilntahan Daerah Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Sumber Data Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026

Tujuan Strategis l. Meningkukan Kualitas SDM aparatur,

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

2.

Program dan Kegiatan Badan

Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

I, PROGRAM KEPEGAWAIAN DAER{H

l. I Pengadaan, Pernberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1.2 Mutasi dan Promosi ASN

1.3 Pengembangan Kompetensi ASN

1.4 Penilaian dan Evaluasi Kine{a Aparatur

2. PROGRAM Pf,NGEMBANGAN ST]MBER DAYA MANI]SIA

2. I Pengembangan Kompetensi Teknis

2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengonbangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3. PROGRAM Pf,NTINJANG URt]SAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daoah

3.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.7 Paryediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.8 Pemeliharaan Barang Milik Daoah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keluaran/H asil Kegiatan 1. Jurnlah Dokumen Pengadaan, Pernberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 424 Dokumen

2. Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN 8 I)okumen

3. Jrrmlah ASN yang mmdapatkan pengembangan kompetensi ASN 255 Orang

4. Jumlah Laporan penilaian dan evaluai kine{a aparatur 2Laporan

5. Jurntah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis 55 Orang

6. Jumlatt Laporan Hasil Penyelenggaraan Pangernbangan Kompetmsi manajerial dan

fungsional

2 Laporan

Program, Kegiata& dan

Keluaran/Hasil Kegiatan yang

akan dilalotan penilaian

resiko

Prosram : Kenepawaisn Daeruh
l. Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi Kepegawaian ASN

2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pensembansan Komoetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kineria Aparatur
Program : Pengembanqan Sumber Daya Manusia
L Pengembangan Kompetensi Teknis

2. Ssrtifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajoial dan Fungsional

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
BADAN KEPI,GAWAIAN DAN PENGf,MBANGAN SUMBER DAYA MANI-JSIA KABI,IPATEN PI.IRWAKARTA

TAHUN 2025

Purwakarta I 6 Desember 2024

Kepegawaian dan

Manusia

Mengetahui:
Kbpala Badan

Sumbet Dgya

lcq50.l l 001

Purwakarta

\



Nama Pernenntah Daerah

Nama OPD

Tahun Penilaian

Poiode yang dinilai

Urusan Pemerintahan

TDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS
BADAN Kf,PEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN STIMBER DAYA MANUSIA KABI,.IPATEN PI.IRWAKARTA

Pemerintah Kabupaten Purrakana
BKPSDM

2025

Periode RPD (Tahun 2024.2026)

Unsur P6unj0ng Urusan Pemerintahsn

No Tujunn/ Sasaran Stntegfu/ Progrtm lndlkotor Kinerir Risiko Sebab Dampak

Llralan Kode Risiko Pemilik Urrian Sumber C/UC l.halan Pihrk yeng
Terlcrr

a b c d e f c h i j li

I RISIKO STRATEGIS PEMD.{ Bidang Kepegorrien

l.l Tujuan Srdcgis
Pemda

?. Mewujudkan Tata Kclola Pemerintahrn )Etg Baik, Bcrsi[ Efektif dsn Akuntsbel

L1,2 Sasaran I5. Meningftamya Maturitss PenyelenggarE n
Pemerintahan DserEh

Indeks Profesionalilas ASN Rmdahnya tingkat disiplin
ASN

RSP.25.01.05
0l

Kepala Daerah Kursngnya penglwassrr

sanksi yang tidak togas,

atau budaya organisasi

ydng pefmisif

Ekstemal UC Pelanggeran disiplin yT ng

sering terjadi, penurunan citm
ASN, dan gangSuan tertradap

kinerja organisasi.

ASN

sistem Merit Knbup.ten Keseqjangnn kompetensi
dan poteosi dengan

kebutuhan jabatan

RSP.25.01.05
02

Kepala Daerah l'erencsnaan kebutuhEn

pegawai tidak akurat dan

kurangnya pemelaan

kompetursi.

lnternal dan

Ehstemal

UC Pmempatan pogawai tidak

tepat, kinerje tidak optimal,

dan kesulitan dal8m mcncEpii
tujuan organisasi.

KepalaOPD
d|n OPD

tertait

2 RISIKO STRATEGIS OPD URUSAN T]NSTIR PENUNJANG URTJSAN PEMERINTAHAN

2.1 TUJUAN I Medngkatkan Kualilas SDM sparatur

2.t.t

2.2

SASARAN I

TUJUAN 2

Mening*amya KapasitEs drn Profesionelitss

Pegawai

Tinglat Profesionalitas ASN Rendahnya tingkrt
kompctensi ASN

RSO.25.38.26

.01

Kepala Badan Kurangnya kcsernpatan

pengorbsngan diri.
kurikulum pelatihan tidsk
relovan. atau rolari jabatan

yang tid6k ofoktif.

lnt€mal C Kualitas pclayrnan publik
menurun. produktivitas kcrja
rendah. dan kesulitan dalam

menefi adapi tantangan tug&s

ysng sornakin komploks.

ASN

Mewr{iudkan Tata Kelola Penrerintahan ynng Baik Bersih. Efektif dan Akuntabel

2.2.1 SASARAN 2 Optimalisasi Penerapan Sistern Meri! Indeks SiBtern N{erit Kabupatan Kelemahan dalam sistern

informasi hepegnwaian

RSO.2s.38.26

,02

Kepala Badan Deta kepegawaian tidEk
akur&t, sistcrn informasi
ysng tidak terintegrasi.

lnternal C Kesulitan dalam pengambilcn

keputusrn. kesalahan dnlam

pertitungan gqli.

ASN

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi
dan Mcnegnl/DEsr (o/") (PNS

tidak termasuk guru dan tanagn

kesehatan)

Kekurargan pegawai di
perangtar daerah

RSO.25.38.26

.03

Kepala Bidang
Pengadaan

moratorium p€norimarn

CPNS

Ekstemsl UC Kualitas pelayanan publik ASN

Rasio pegawai Fungsional (7o)

(PNS tidak tmasuk gm dan

rcnaga kesehatan)

Kualias pegawai frmgsional
tidak sesuai dengm
kebuafisr

RSO.2s.38.26
.04

Kepala Bidang
Pcngembangan

SDM

Kurangnya kompctonsi
pcgswai, mismatch antara

kualiftkasi dengan

kebutuhanjabaan.

Ekstemal UC Kualitrs layanan publik
menuun, kosuliun dalam

menjalankon tugrs dEn firngsi.

ASN

KEPEGAWAIAN



No Tujurn/ SrsarEtr Stratcgis/ Progmm lndikator Kinerja Risiko Sebab De mpak

tlraian Kode Risiko Pemilik Uraisn Sumlxr C/TIC [.imian Pihrt yrng
'I'crlcnt

R sio Jabatan FuDgsional

bersc,rtifikat Kompaensi (7o) (PNS

tjdok temasuk guru d8n t€nagr

kcsehatsn)

Krulitas Sertifi kasi ymg
yang tiddi terakleditasi dan

tidali bskmlitm

RSO.25.38.26
.0s

Kepala Bidang
Porgernbangan

SDM

Standar *rtifikasi yang

rendalr. aau proses

scrtifikasi yang tidak
transpsran.

Ekstemal C Meragukan kompetaui
pegawai yang basertifi kat,
dan dapat mentumkrn
krodibilitas organisaei-

ASN

Jumlah jabatan pimpinan tinggi
pada instansi p€olerintah

Kekosongm jabetan

pimpinan tinggi
RSO.2s.38.26
.06

Kepala Bidang
Pengonbangan

SDM

Moraorium Pelaksanaan

Scleksi Terbuka JPT
hatam!

Ekstemal UC Kualitas layanan publik
menuun, tatrnbamya
pmgrrnbilan k€putusan

stral€gis, dafl inefi siensi

organisasi.

ASN

Jumlatr jabaan adminisrrasi pada

instansi ponorintah
Kckosongur Jabaun
Administrasi

RSO.25.38.26
.07

Kepala Bidang
Pcngembsngan

SDM

Ketcrlrmbsian dalarn

m€fl8isij$atan dapEt

monycbrbkEn
kai&ksosuaian antara

kompotensi pcgnwai

dengan kebutuhan
organisasi.

Eksternal UC Kualitas kincqia organisasi
mcnurun. dEn tujuan smggis
organisasi sulit tercapai.

ASN

Jumld pcmrngtujabaan
fungsionrl lencntu pada instansi
pcmointrh

Kullitos P€rnangku JabEtan

Furgsional tcrtentu Tid8k

Sesuai dangan Kebutuhan

RSO.25.38.26
.08

Kcpala Bidang

Pcngiembangan

SDM

mismarch mtara kualifikasi

deillg6n krbutuhan jabatafl ,

Ekstemal UC Kualitas layanm publik
menunm. kesullten dal&m

monjalankan tugas dan ffxngsr,

.q^sN

Pere$ltaso PolanggaraD Dsiplin
Popwri

Kurangoya Pelaporrn
Pelamggarm

RSO.25.38.26

.09

Kepala Bidang
Pembinaan dan

Kesejahcraan

Peg;awai takut melaporkan
pclangguan karcna takut
tkm tindakan balas

dardam rtau kurangrrya

perlindungan.

lntemal C Pelangguan tidak terungkap
dan ddak dapu
ditindaklanjuti, rahinggo
marahh terus bcrlaqiut.

ASN

Perssntasc Pernberhen[an AS N PunSutan lir agrr
peogunrsan SK 6neiun
be{alan lancrr dan keluar

te8dt wnktu

RSO.25.38.26
l0

K@lsBidang
Pernbinaan dan

Kcsejahtoaan

Pcngclola kepegnvaian

Pc(an8*!t dlcnh
bekcrjarann dengm oknurt
di BKPSDM daumc[r
mongiming-ioingi ASN
ymg atm Penriun rgrr
pcngunsan sK peosiun

berjalan lancar drn kdurr
tcpat w8khl

Eksternal c Tenlwnbrurya pelakaanaen

argrs drn fimgsi organisasi,
dan penurunan lualitas
pelayrnan pblik.

ASN

Persentase Pembcrian Penghargaan

dan Tanda Jasa

Kurangnya Transparansi
penilaiar pernberian
penghmgnan pegawai

berpresasi

RSO.25.38.26
.l I

Kepala Bidang
Pembinaan dan

Kesejahteraan

hoses pemberian

penghargaan tidak
transparan, sehinggn

memicu kecurigasn di
antara pegawai.

Hkstemal UC Menunrnnya kepercayaan

pegawai terhadap organiusi.
dan dapat mernicu konflik
internal.

,{sN



No Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program lndikator Kinerja Risiko Sicbab Dampak
l-iraien Kodc Risiko Pcmilik Urailn Sumbcr C/LIC Umian Pihah yergS

'ferlm
Persentase pengadaan ASN sesuai

formasi pcgawai
Pungut&n lior.gBr lulus
seleksi admiDisfasi dro test
CAT

RSO.25.38.26

t2
Kepala Bidang

Pengadaan

Lemahnye integritas,

Kurugnya pengetahuan

perundmg-mdangd
perah[En lentsng
gratifilasi dan Sistem

Pargawasan yang Lomah.

Ekstemal UC Menurururya kepercayaan
pcgawai tchadap orgsnisasi,
dan dapat memicu konflik

ASN

2.3. I KEGIATAN: Pengadeen Pcmbcrhcntian drn Informrsl
Kepcgrwrien ASN

2.3.1. I SUB
KECIATAN

Koordinasi dan Fasililasi Pengadasm PNS dEn

PPPK

Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dEn PPPK

Te{adinya K*idaksesuaian
Entara Kebumhan dan Profil
Calon ASN

ROO.25.38.26

.0t
Kepala Bidang
Pangembangan

SDM

Kurangnya analisis
kebutuhan kompetasi, atau

adanya kesalahan dalam
proses seleksi.

Ekstemal UC Penempatrn ASN tidEl scslui
dengan jabatan

Masyrraliat

2.7.t.2 SUB
KEOIA'I'AN

Pmgelolaan Sistern Informasi Kepegawairn Jumlah Dokumen Hasil
Pcngelolaan Sistem lnformasi
Kep€gawaian

Koentanan Sistern terhadap
Serangan Sibo

ROO.25,38.26

.02

Kepala Bidang
Pangadaan

Kurangnya keamanan

sistem. atsu tidlk adsnys
pembaruan sistcm secan
bcrliala.

Ekstemal UC Kebocoran dots pribadi,
gangguan operasional sistern,

dan keru8im finansial.

ASN,Maslrft
krl

2.3.1.3 SUB

KECIATAN
Koordinasi Pelalsanaan Administrasi
Pqnberhentian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
PclatsanEEn Administrasi
Pombcrhentian

Terjadinya Keterlsmbatan
Proses Pemberhentian

ROO.25.38.26

.03

Kepsla Bidang
Pembinaan d8n

Kesejahteraan

kurangnya kelengkapan
persyaraun, atau adanya

scngkcta hukum.

Ekstmal UC Ketidskjelasan strtus
kepegawaian.

ASN,Nla+era
kt

2.3.t.4 SUB
KECIATAN

Evaluasi data" informasi dan sistern informasi
kepegnwaian

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Data, lnformasi dtn Sistern

lnformasi Kcpegawaian

lndikator Evaluasi yang
Tidali Relevsn

ROO.2s.38.26
.04

Kepala Bidang
Pengadaan

lndikaor yang digunakan
tuttuk evalusgi tidak
rclevsn dengrn tujurn
orgrniossi atsu keburuher
pengguns.

Eksternal UC H[sil evaluisi tidsk
m€mbsriksn gilnbaran yang

akurst t€ntsng kinerja sistcm.
dan tidak dapat digmakan
scbagni dasar unuli
pengmbilan kcputusan.

ASli

2.3.2 KECIATAN Mutssi den Promosi ASN

2.3.2.1 SUB
KEGIATAN

Pengelolaan kanaikan panglat ASN Jumlah Putgololaan Kenaikln
Panght ASN

Kuranpmya Dokumen
Pandukrmg dalam
pengusulan Kenaikan
Pangkat

ROO.25.38.26
.05

Kepala Bidang
Porgadaan

Dokuncn perdukung yang

tidak lengkap atau tidak
valid.

Eksternal C Proscs kenaikan pang&it tidrk
dapat dilanjutkm, atau

keputusan kenaikan pangkat

dapat dibatalkan.

PNS

2.3.2.2 SUB
KEGIATAN

Pmgelolaan promosi ASN Jumlah Dokunen Hasil
Pengelolaan Promosi ASN

Keterlambatan Proscs

Promosi
ROO.25.38 26
.06

Kepala Bidang
Pengernbangan

SDM

Kurarynya koordinasi,
pereyaratan yang tidak
lengkap, atau sistan yang

tidak efisia.

Ekstemsl UC Ketidtkpuaran pegawai,

penurunan motivasi kerja
ASN

2.3.3 KEGIATAN Pcngem bangan Kompetensi ASN

2.3.3.I SUB
KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumleh ASN yang Meningkat
KEpEsit$nyE

Kecurangan dalam

pelaksanaan UPKP dsn
Ujian Penycsuian ljazah

ROO.25.38.26

.01

Kepala Bidurg
Pengernbangan

SDM

adanya hubungan

kcdekatan dengan pihak
penyelanggara

Ekstemal UC Pesou yang lulus UPKP dan

Penyesuian ljazah tidak sesuai

kompd€nsi

ASN



RhikoIuiu.n/ Smrrrn Sirlteei, Pmgrlln lndibtor Kin rj!
C/tiC

213.2 SUA
KEOIATAN

PenS€lolaan .{ss€ssm.nl Cdter Jwr ah Nl[nln Pcisclolarn Hrsil As*slr6l Ti.lrt
vslid

ROO25.1826
08

Kepah Bid.nr

SDM
pcnyclorSSrm y!n8 tidrli
korpeGr atau kondki
pGhllnr.an as!€ssm€nl

ylng tidrt s6uri st ndrr.

tic K€putrsn p€nernpltlr dru
p€n86nb.nger pe8rmi y.n8
tid.t l.pa( id ngg!
b.rdsmp* pad! kin€'j!
of8rni3.5i.

ASN

2_3 3.3 SUB
KE6IATAN

P€n8elohrn P€iddit0n Lanjutan ASN Jumlah ASN yan8 l,Uendapallfl ProSr.m Pcrdidikln Tidrt ROO.25.38.26

-B
K€pda Bidrng ftotrl n pandidfirn nd.l

$ruj dengin kcbutuifi
or8fi is{!i al8u kompa{arsi
y.rg dibulhkrn ASN.

Ekslm&l UC Pcihboro$n inggrln. w*lu
dfi $unb.r d.,n, !.rl! tid*
ad. p€rindrt n kiiei! y.rg
sipifikrn.

ASN

1_3.) 4 SUB
KECIATAN

Sondi!.si dln Pcnycb€rdt Inforn si J.b.hr
Fungsior.l ASN

Jurnl.h Dotutlln H$il Sosirlisali
dun P.nycbntan loformsli Jabltan
Funlsionrl ASN

lnfonn$i tidnli LenS*.p ROO.25 38.26
.10

K€prh Bidng

SDNI

Sunbcr infomu3iyrng
rirht rk-d'xr. kcsdsrl,n
drluh pcrryampai.n, ruu
pcrubrllel rllulasi ,,'ng
tidll sclEra
di3o3irlb'3ilrfl.

UC Klputu$o klrir yanS 36hh
diunbil ol6t ASN. pcnunam
rmdvnei lsrj!, d,l rulnutln
buLun.

ASN

2 3.15 SUB
KECIATAN

Panbinmn Jabat',l rungsionrl ASN Junllh ASN FunS.ioMl )ang
Dibio!

Kurargnlr Fsilit s d6n ROO2518.26
.ll

Kcpd! Bi&nS

sDl\l

Kur'tlgnys hlilitns
psrdulmg, s€p.rti *!.s

til,ueflll C Kurlitis ptoSram plmbinsln
meflunm, dln p.sci. tidat
ny&n.n maryituti pfoSnm

ASN

2.1.3.6 SUB
TEGIATAN

Flsilillsi P.q.rnb6n88 Kffir dahm Jtbrtln
Frrnrsiood

Jumlrh ASN hbrrrn Fungsion l
ym8 Mcfldrp lrn Lryrrrn
P.nuEll,b.ruin Kllir

KLrln8nyr Divdinss dan
InklusiviEs

ROO.25.lE.26
.12

Kcpda Bidrn8

SDM

Profram peruclnbonsrn

hrir hbrrrn FunSrion l
lidrlt mcnElronod8i

Tdrdi di*rilnin&li.
p.tluru|rn molirali kcrJr, d.n
lorin8ny...rr.sdtr!i yr,l8
b€m8lrnddlmoB sr!i.

ASNUC

2 3.3.7 SUB
KEOIATAN

EvaluAi Parydnbanpn Jrbalan Furgsional Jumbh Dokun. Hasil Evalu8i
PcnSEmbuSrn hbaun f Logsionrl

KunnsrDa AErlisis Dra
ylng N{cnddrm

ROO.25.3E.26
.t3

lftprla Bi&n8

SDM

c ASNAnrliris ddr ym8 d!,lglul
llru ti&I kompr.hensit

Kdimpulrn yrng dimbil
tidd. *ufir, ti&k
toridcntifitrri ik r pcny.b.b
mi!.hh, dm r6lorn ndaei

,'ary tidrt rll€vaD

2.3 4 KICIATAN: pcnllrilin di6 ]l.l$!ti Kirerj. ADrntur
2.1.,t.I SUB

KEOIATAN
Penbiniu DkipliD ASN Jumllh ASN ymg Mordapatlln

Pmbi"nan Kedtsiplim,
KuranBny. XesdrIrn Ak.n
Pcrlinsnya Dsiplin

ROO.25.38.26
_t4

Xcpala Bid.ng Kunngny, sosialbrsi
m.rurlui plnlin8nya
diriplin, arai tunntnyr
p€nrlumrn pe[,\rai akr,|
rtuin disiplin.

C TinEId disiplio po8.w.t
rfi d!h, pchrgliarln diriplin
lering r6j.di, der citrr
or8rnie'si mdiadi buruk

ASN

234.2 SUB
KEGIATAN

Pen8elolam penyelsim pelangg.ran disipln
AS\

Junhh L.po6n Heril PdrSdollln
Pciyclca.jrn PchnSgrnn Dsiplin
ASN

rcgulnri
ROO.2r.38.26
.15

Xeprl, Bidirg Proi6du y.ng berh.lir-
b.lil. I(unnan$ surnber

Ekstmrl tic Peh$r' disaplin dd.l jcr..
m€nurunksn moinl FSrwai
drn mcrusot citra orgrnisasi

ASN

2.3.13 Kcp.h Bidans lfftrunla FriLiin ,rn8
tidtl vrlid. pros.s
psrsumBdri dat! yrnS

.dury, bia3 dd,ID

uc K€pulum lcrl.lil
Fnsanbrrl8r, k rir. prcmoai,

atnu p.mbinafi yrns tidak

lepal. s.rt! pclrururun

ASN

II

Dok rnen llasil EvaluasiSUB
KEGIATAN

Evrlulsi hrlil p.flihirn drn .valoali kirajt
Hriil P€rilrisn dan Eulussi
Kin€rj! Aplraiw

Dar! Tidrt Vdid drn
Reliabel

ROO.25.18.26
.16

_______________-



No Tujurn/ Srsrren Strrl€gis/ Program lndikator Kinerja Risiko Sebab Dampek

LImirn Kode Risiko Pemilik Umian Sumbcr C/UC [irsian Pihekyrql
I'ertcm

2.3.4.4 SUB
KEGIATAN

Pengelolaan Panberim Penghrgaan bdgi

Pegawai

Jumlah ASN yang Dberikan
Paryhargaan

Pros Penilaian ymg Tidak

Objettif
ROO.25.38.26
.17

Kepala Bidang
Pmbinaan dan

Kesejahteraan

Adanya bias dalam
penilaian kinerja, atau

kurangnya trsnspsrsnsi

dslam pmses seleksi
penqima pengtargaan.

Ekstemal UC Pegawai merasa tidak adil,
menurunkan motivasi kerjq
dan m€russli citra oreianisasi.

ASN

2.4 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN SUNIBER

DAYA MANUSIA
Rata-rata lana pcgawai

memdapatkan pendidikan dan

pclarihan

Fre*uensi pelatihan yeng

rendalr

RSO.25.38.26
.13

Kepala Badan ku'an gnya kesadaran akan

pcntin8nya pelatihn
Eksternal UC Ket€rBmpilan dm

p€,o g€tshuan pegBwai msrjadi
usang, kesulit6n dElam

beradapusi dergan p€rubehul

teknologi dan kebilakatq dan
pcnurumn hinorjs orgnnisssi.

ASN

Pcrsentrss ASN ymg m€ngikuti
pcmdidrltrn dan pcluihan fornral

Kualitos Sunbcr thys
Manusia Menunrn

RSO.25.38.26
l4

Kepala Badan Pogawai tidak merniliki
kdgampilan dsn
pengaahuan yang upto-
drte, k€sulitln dslsn
menghrdapi tEntsngEn
pcterjarn ymg semakin

komplefts, dan porunman

produktivias.

Ekstemal UC Porturunrn kuslitls polsysturt

publik kcsulim dalam

mcnepai tqiun orgnnisasi,

ASN

Petsatarc Pojabrt ASN yang tolah

nc{gikuti pendidikon dan pelatihut

sfulttural

KuElitB Kep€mimpinan

Meourun

RSO.25.38.25
.15

Kepala Badan Pcjabar tidak memiliki
kompacnsi hepemimpinan
yrngmomadai, kcsulitm
dEl.m mquilnbil
kc?utuan Bratcgis, dan

ktrang oli:ktifdrlam
momirlpin

lnternal UC Pcnruunrn kinerja orgmirari,
t€fimbiEtya p€rrc6pri6n

tujuEn orgsnisari. dEn

penuruun tcporcatran
publilc.

ASN

Pcrsanttso ASN Yang mcngikuti

Diklrt Fungliorul dm Dltld
Teloris

Kualitas Pelayum Publik
Mcnwun

RSO.25.38.26
t6

Kepala Badu ASN tidrl mcrniliki
kohp€icnsi tclsri! )'ang
memadai, kegulitan dalam

mayelesertsn tugas-tugss

sperifik, dan penurumn
produktivitEs.

Intemal UC Kepuasrn rnaryarakat
trdudry pehryaun publik
memrrur, kqocayaan publik
tcdudq pcnrrinolr
bokuruq; dan daprt monicn
permaselahan sos'al.

ASN



Ri.iko
PihrkyrlrgC/tICKodc rulko

lndiLrlor KiftrjsTujur, S.!.n! S.t t.sid PEgrr

Kf,GIATAI: P.eS.ib.Dpr KolDpctari l.lrh2 4.1

Kin.fj! ory.rist i ridlf
optimsl drn sdn mcnctpsi
lfer

ASNticK.prh Bidang

SDM

PYoSran FuEinblngrn
kompdeosi tidrk disu&m

Ieburuhm ysnS lkur8l.

ROO.25.3t.26
.18

Kcaarr'lgfir Komp€laEi
ddurn Kchnuhan
Orgrnirrsi

.ll,lnlah ASN yt 8 mcngikuti

FrSef,bhgan Kompciensi
SUB

KEGIATAN
P.nFl€n8rrtri, P.ngctnt rgtn l(ompdenli
Tckni! Umm, lr*i. dtn p ibtn bogiJ0btlrt
Ad'tlinisr8i PE|y.lcnfcrn Unl! ,
P.'Eirnrt5l r.:d&urE L PctuElx Dr.tah
P!'injm& d., Urueln Pdttliintaht UmwD

2.{.1 I

Jrtnl.h l^!porrD ltntilXF-(;IATAI\:2.4_2
ASi\iUC Ku.lit!! pdnb.lrjnrn

nlalurui. pcrcnr tidlk pur!.
dlll lujusn pclstihrn tiddr

xcpsh Bidrrg

SDM

F$ilicalor tidrt m€lnilli
tomp€l€trli ytng m€llrdri
itsu kur&U berpcnSdamln

ROO.25.38.26
.19

Kurlilr! Fasililator ,tn9
Kur.n8 M.mrdsj

lurnhh rrponn Hasil

tt rrl€isrrtltn P.fl glrtb.ngrn
Kornpdqtsi bagi PimPin& Dt '!I,Jrbete PilnDinul Tini. Jibttifl
Furgsiond. Kcp.mimpin n. dln

242..1 SUB
l(ECIATAN

Peny€lantt turP€l|gEstat€ln Kornp€tcnsi

bigi Pioqills Di.r.tl Ji!a!! Pittlpitral
Tint8i. ,rtd.n Fuu.ioorl Kc9.,||im nltr
drn Pnjrb.tb -

K\\\.
\

\

Purwakarra. 16 Lles€mber 2024

Kepegawaien dan

manusis Kabupaten

rossot r 001

D\
I(P

Kcpala &dan
Sumbar Dt\l



ANALISIS HASIL RISIKO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

l]rusan Pemerintah

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta

:2025
l. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Bersih, Efektif dan Akuntabel

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

NO Risiko yang teridentifi kesi

Analig Risiko

Kode Risiko
Skala

hmpak
Skala

Kemungkiuan
Skalr
Rislko

I KEPEGAWAIANDAN SDMRISIKO STRATEGTS PEMDA URUSAI\{

l.l Rendahnya tingkat disipl in ASN RSP.25.0r.05.0r 2 2 4

1.2 Kesenjangan kompetensi dan potensi dengan kebutuhan jabatan RSP.25.0r.05.02 2
,, 4

2 STRATEGIS OPD URUSAN UNSUR PENUNJAF{G URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Rendahnya tingkat kompetensi ASN RSO.2s.38.26.0r J J 9

2.2 dalam sistem informasi RSO.25.38,26.02 2 2 4

2.3 Kekurangan pegawai di perangkat daerah RSO.2s.38.26.03 J I J

2.4 Kualitas pegawai fungsional tidak sesuai dengan kebutuhan RSO.25.38.26.04 2 I 2

2.5 Kualitas Sertihkasi yang yang tidak terakreditasi dan tidak berkualitas RSO.2s.38.26.05 2 2 4

2.6 Kekosongan iabatan pimpinan tinggi RSO.25.38.26.06 J 3 9

2.7 Kekosongan J abatan Administrasi RSO.25.38.26.07 2 2 4

2.8
Kualitas Pemangku Jabatan Fungsional tertentu Tidak Sesuai dengan

Kebutuhan
RSO,25.38.26.08 2 2 4

2.9 Kurangnya Pelaporan Pelan ggaran RSO.25.38.26.09 2 2 4

2.10
liar agar pengrrrusan berjalan lancar

RSO.25.38.26.10 J J 9

2.11
Kurangnya Transparansi penilaian pemberian penghargaan pegawai

bemrestasi
RSO.25.38.26.1I 2 2 4

2.12 Pungutan liar agar lulus seleksi administrasi dan test CAT RSO.25.38.26.12 2 2 4

2.13 Frekuensi pelatihan yang rendah RSO.25.38.26.13 2 2 4

2.14 Kualitas Sumber Daya Manusia Menurun RSO.25.38.26.14 2 2 4

2.t5 Kualitas Kepemimpinan Menurun RSO.25.38.26.15 2 2 4

2.16 Kualitas Pelayanan Publik Menurun RSO.25.38.26.16 3 3 9

3 RISIKO OPERASIONAL OPD URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1 Terjadinya Ketidaksesuaian antara Kebutuhan dan Profil Calon ASN ROO.25.38.26.01 2 2 4

3.2 Kerentanan Sistem terhadap Serangan Siber ROO.25.38.26.02 3 J 9

3.3 Terjadinya Keterlambatan Proses Pemberhentian ROO.25.38.26.03 2 2 4

3.4 Indikator Evaluasi yang Tidak Relevan ROO.2s.38.26.04 2 2 4

3.5 Kurangnya Dokumen Pendukung dalam pengusulan Kenaikan Pangkat ROO.25.38.26.05 2 2 4

3.6 Keterlambatan Proses Promosi ROO.25.38.26.06 2 2 4

3.7 Kecurangan dalam pelaksanaan UPKP dan Ujian Penyesuian Ijazah ROO.25.38.26.07 3 3 9

3.8 Hasil Assessment Tidak Valid ROO.25.38.26.08 J J 9

3.9 Pendidikan Tidak Relevan ROO.25.38.26.09 2 2 4

3.10 Informasi Tidak Lengkap atau Salah ROO.25.38.26.10 2 2 4

3.1 l Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur ROO.25.38.26.r I 2 2 4

3.12 Kurangnya Diversitas dan Inklusivitas ROO.25.38.26.12 2 2 4

3.13 Kurangnya Analisis Data yang Mendalam ROO.25.38.26.13 2 2 4

3.r4 Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Disiplin ROO.25,38.26.14 2 2 4

3.15 Prosedur tidak sesuai regulasi ROO.25.38.26.15 2 2 4

3.16 Data Tidak Valid dan Reliabel 2 2 4

3.17 Proses Penilaian yang Tidak Objektif ROO.25.38.26.17 2 2 4

ROO.25.38.26.16



Analis Risiko

Kode Rlsiko
Skala

3.18 lKesenjangan Kompetensi dengan Kebutuhan Organisasi ROO.25.38.26.l8 2 2 4

3.19 lKualitas Fasilitator yang Kurang Memadai ROO.25.38.26.19 2 2 4

4

& 1!,tK

Purwakarta, 16 Desember 2024

Kepegawaian dan

Kabupaten

199503 I 001

NO Risiko yang teridentifikasi Skala
Dampak

Skala
Risiko
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Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintah

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

BADAN KEPf,GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta

:2025
l Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

I\O Risiko Prioritas Kode Risiko
Skala
Risiko

Pemilik Risiko Penyebab Dampak

I 2 J 4 5 6 7

UNSUR URUSAN

Rendahnya tingkat kompetensi ASN RSO.25.38.26.01 9 Kepala Badan Kurangnya kesempatan pengembangan Kualitas pelayanan publik rnenurun,

produktivitas kerja rendah, dan kesulitan dalam

menghadapi tantangan tugas yang semakin

kompleks.

kurikulum pelatihan tidak relevan,

rotasi jabatan yang tidak efektif.

IT

2.1

2.2 Kekosongan jabatan pimpinan tinggi RSO.25.38.26.06 9 Kepala Bidang
Pengembangan

SDM

Kurangnya koordinasi, persyaratan yang

tidak lengkap, atau sistem yang tidak

efisien.

uasan pegawai, penurunan motivasi

2.3 Pungutan liar agar pengurusan SK

pensiun berjalan lancar dan keluar tepat

waktu

RSO.25,38.26.10 9 Kepala Bidang
Pembinaan dan

Kesejahteraan

Pengelola kepegawaian Perangkat daerah

bekerjasama dengan oknum di BKPSDM

dengan cara mengiming-imingi ASN yang

akan Pensiun agar pengurusan SK pensiun

berjalan lancar dan keluar tepat waktu

Terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi, dan penurunan kualitas pelayanan

publik.

2.4 Kualitas Pelayanan Publik Menurun RSO.25.38.26.16 9 Kepala Badan ASN tidak memiliki kompetensi teknis

yang memadai, kesulitan dalam

menyelesaikan tugas-tugas spesifik, dan

penurunan produktivitas.

Kepuasan masyarakat terhadap pe I ayanan publik

menurun, kepercayaan publik terhadap

pemerintah berkurang, dan dapat memicu
permasalahan sosial.

OPERASIONAL OPD UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN

Kerentanan Sistem terhadap Serangan

Siber

Kurangnya keamanan atau tidak data pribadi, gangguan
ROO.25.38.26.02 9

pembaruan sistem secara berkala. sistem, dan kerugian finansial

III
3.1



3.2 dalam pelaksanaan UPKP
Uj ian Penyes uian ljazah

.38.26.07 9 Kepala Bidang
Pengembangan

SDM

adanya hubungan kedekatan dengan pihak Peserta yang lulus UPKP dan Penyesuianljazah
sesuai kompetensi

Purwakarta, l6 Desember 2024

Mengetahui:

Kepegawaian dan

Manusia Kabupaten

,b 199503 I 0014
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9 Kepala Bidang
Pengembangan

SDM

Assessor / pihak penyelenggara yang tidak
kompeten, atau kondisi pelaksanaan

assessment yang tidak sesuai standar.

Keputusan penempatan atau pengembangan

pegawai yang tidak tepat, sehingga berdampak
pada kinerja organisasi.

Hasil Assessment Tidak Valid ROO.25.38.26.08J.J



PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemerintah Daerah

Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerinlah

: Pemerintah Kabupaten Purwakarta

:2025
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pernerintahan yang Bai( Bersih, Efektif dan Akuntabel

Unsur Penuqiang Urusan Pemerintahan

No. Risiko Prioritm Kode Rlsiko Urnirn Pengendrllan yang Sudah Adr Celnh Pengendrlian Rencrnr Tindak Pengendnlian
Pemillk/

Penanggung
,f*wrlr

Trrget Wrlttu
Penyclcsrbn

a b c d e c d e

il STR{TEGIS OPD URUSAN UNSTIR

I Rendahnya tingkat kornpetensi ASN RSO.25.38.26.0 r Menerapkan program pengembangan kompetensi ASN
secsra merata dalam setiap level jabatan ASN, sesuai

dengan peraturan yang ada, membuka kesempatan yang

merata dalam setiap level jabatan ASN untuk
memperoleh pengembangon kompetensi minimal 20 JP

per tahun

Kurangnya evaluasi terhadap
kebutuhan pelatihan, sistem mentoring
yang lemah dan tidak adanya

mekanisme untuk mengukur dampak
pelatihan.

Menyusun analasis GAP Kompetensi ASN pada

setiap level jabaten, dengan kompetensi Jabatan d&n

Organisasi

Kepala Badon

,,
Kekosongan jabahn pimpinar tinggi RSO.25.38.26.06 Membuat perencanaan dan Pemetaan pengisiaan

kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Prauma
setiap Tahun berdasarkan Data BUP, dan pengisian

kekosong&n sementara JPT dengan Pajabat Pelaksana

Tugos

Tidak adanya rencana suksesi yang

lelas, Kriteria seleki yang tidak jelas

dan Waktu rekrutmen yang terlalu
lama.

Menyusun perencanaan pengisian kekosongan

iabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama melalui
seleksi terbuka minimal 3 bulan sebelum jabatan

tErs€but hosong karena pensiur/muasi/rotasi , serta

berupaya menlusun rencana suksesi melalui
manqiemen talenta

Kepala Bidang
Pengembangan

SDM

TW III

3 Pungutan liar agar pengurusen SK pensiun

berjalan lancar dan keluar tepat w'aktu

RSO.25.38.26.10 Tersedianya data pegawai di sistem Kepegawaian Tidak Update daa pegarvai di sitem
kepegawaian

lJpdeting data Kepegawaian di Sistem Kepegawaian Kepala Bidang
Pengadaan

TW II

4 Kualitas Pelayanan Publik Menurun RSO.25.38.26 16 Membuat Angearan diklat fungsional dan teknis Kurangnya program diklat fungsional

dan teknis yang relevan, kurangnya

sosialisasi program diklat

Mengembangkan pmgram diklat fungsional dan

teknis yang relevan daryan kebuluhan jabatan dan
organisasi, melakukan sosialisasi program diklat
secara intensif

Kepala Badan TWil

III RISIKO OPERASIONAL OPD []RUSAN UNSUR PANUNJANC URUSAN Pf,MERINTAIIAN

TW ll



No. Risiko Priorltas Kode Risiko Urairn Pengendrlian yang Sudah Ada Celah Pengendelian Rencana Tindek Pengendalian
Pemilik /

Pen*ngEung
.Iaweb

Trrget Wdtlu
Penyelesrbn

I Kerentanan Sistem terhadap Serangan Siber ROO.2s.38.26.02 l. Pembuatan Pakta Integritas hagi Pegawai yang

memiliki akses pada SIMPEC, SIASN
2. Perubahan password server diskominfo secara berkala
3. Menyediakan Onc Time Pass\vord (OTP) pada atses
login masuk pada SIASN
4. Permintaan Password Ulang pada proses validasi

usulan 5.

Pemberian Akses Terbatas untuk dapat mengakses API
Manager pada Pegawai yang sudah didaftarkan NlP
pegewai nya 6. Pemberian

Sanksi Hukuman Disiplin bagi Pegawai yang melanggar
pa^sal 3 BAB II kewajiban dan larangan pega*ai dalam

PP Nomor 94 tahun 202 I yang mengnmanatkan

menyimpan rahasiajabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

7. Penambahan Fitur/Menu t.ayanan dan perbaikan

sistem pada SIMPEG

Kurangnya penerapan sistem
keamanan yang memadai, atau

kurangnya kesadaran akan pentingnya

keamanan siber.

l. Melakukan Integrasi sistem antara SIASN dengan

SIMPEG

2. Menyelenggarakan Coaching Clinic terkait
Keamanan Sistem dan Data dari serangan siber.

3. Membuat Standar Operasional Pmsedur (SOP)

terkait Keamanan Sistem dan Data dari serangan

siber

Kepala Bidang
Pengadaan

TWI&TWIII

, Kecurangan dalam pelaksanaal UPKP dan

Ujian Penyesuian Ijazah

ROO.2s.38.26.07 Melaksanakan ke$asama kegiatan Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuian ljazah dengan lembaga

penyelenggara yang independen, pelaksanaan

mekanisme ujian tidak secara manual tetapi berbasis

digital

Tidak adanya pengawasan yang

ket* selama pelaksanaan ujian dan

Adanya potnsi konflik
kepentingan antara penilai dan
pesctla.

Pelaksanaan kegiatan ujian dengan mensrapkan
sistem digitalisasi melalui CAT (computer

assited test), penerapan nilai ambang batas pada

setiap substansi penilaian sesuai dengan aturan
yang bolaku pada setiap jeais ujiur

Kepala Bidang

Pengembangan

SDM

TWU&TW
lv

3 Hasil Assessment Tidak Valid ROO.25.38.26.08 Melaksanakan kojasama kegiatan lembaga

penyelenggara yang indepurden dengan level

akreditasi A, menerapken kegiatan assessment

berbasis digital dengan metode CAT dan
penunjukan a.ssessor yang meariliki sertifikasi sesuai

dengan bidangnya

Skala penilaian yang tidakjelas,
Metode analisis yang tidak tepat

dan Interpretasi data yang salah

Melaksanakan kegiatan assessment dengan

lembaga penyelenggam atau assessm€nt center

dengan akxeditasi A serta penunjukan assessor

yang memiliki sertifikasi sesuai dengan

bidanpya, serta melaksanakan kegiatan

assessment s€€ara berkelanjutan pada setiap
level jabatan

Kepala Bidang
Pengembangan

SDM

TVf Ut

Purwakarta, l6 Desember 2024

Kepegarvaian dan

Kabupaten
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